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GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

bahwa dalam rangka menciptakan arsip pelaksanaan 

tugas pemerintahan yang autentik, terpercaya, memiliki 

kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu 

membentuk pedoman Tata Naskah dinas yang 

mengedepankan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan 

efektivitas atas penyelenggaraan Tata Naskah dinas, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan 

Arsip Nasional Rebuplik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pedoman Umum Tata Naskah dinas, Gubernur 

menetapkan kebijakan Tata Naskah dinas di lingkungan 

Pemerintahan Daerah, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan ' sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Naskah 

dinas, 

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Rebuplik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5071),
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia Nomor 6841), 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6757), 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5286), 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 185), 

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 182), 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 

10. Peraturan Arsip Nasional Rebuplik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah 

dinas (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 758), 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah dinas Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH 

DINAS. 

BAB ! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

lin 

2 

Daerah adalah Provinsi Gorontalo 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan — urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonomi. 

Gubernur adalah Gubernur Gorontalo 

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Gorontalo 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD 

adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Gorontalo. 

Unit Pelaksana Teknis daerah selanjutnya disebut UPT adalah 

unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk 

melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan. 
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Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya 

dimiliki oleh Pemerintahan Daerah melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaanPemerintahan Daerah 

yang dipisahkan. 

Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolahsemua arsip 

yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di 

lingkungannya. 

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan 

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh 

pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintahan Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pembangunan. 

Tata Naskah dinas adalah pengaturan tentang jenis, 

susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat 

penandatangan, dan pengendalian yang digunakan dalam 

komunikasi kedinasan. 

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi 

yang selanjutnya disebut Aplikasi SRIKANDI adalah aplikasi 

umum bidang kearsipan pada sistem pemerintahan berbasis 

elektronik Pemerintah Daerah. 

Format adalah Naskah dinas yang menggambarkan tata letak 

dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap 

dinas. 

Stempel adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau OPD. 

Kop Naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan 

jabatan atau nama OPD tertentu yang ditempatkan di bagian 

atas kertas. 

Kop Sampul Dinas adalah Kop surat yang menunjukan 

jabatan atau nama OPD tertentu yang ditempatkan dibagian 

atas sampul naskah. 

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu 

jabatan. 

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya. 
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Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh 

atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas 

tertentu atas nama yang memberi mandat. 

Penandatanganan Naskah dinas adalah hak, kewajiban dan 

tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk 

menandatangani Naskah dinas sesuai dengan tugas dan 

kewenangan pada jabatannya. 

Peraturan Daerah adalah Naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan 

oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan 

bersama. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

Peraturan Gubernur adalah Naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan 

oleh Gubernur Gorontalo. 

Keputusan Gubernur yaitu produk hukum dalam bentuk 

yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final. 

Keputusan DPRD yaitu Naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan produk hukum hasil penetapam rapat paripurna 

DPRD. 

Keputusan Pimpinan DPRD yaitu produk hukum dalam 

bentuk penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan 

DPRD. 

Keputusan Badan Kehormatan DPRD yaitu produk hukum 

dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD. 

Peraturan bersama adalah Naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan 

oleh dua atau lebih kepala daerah. 

Keputusan kepala OPD adalah Naskah dinas dalam bentuk 

dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, 

individual, konkrit dan final. 

Instruksi Gubernur adalah Naskah dinas yang berisikan 

perintah dari Gubernur kepada bawahan untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 

Surat edaran adalah Naskah dinas pemberitahuan, 

penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan hal 

tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 

Surat biasa adalah Naskah dinas yang berisi pemberitahuan, 

pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 
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Surat keterangan adalah Naskah dinas yang berisi 

pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk 

menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal. 

Surat perintah adalah Naskah dinas dari atasan yang 

ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk 

melaksanakan pekerjaaan tertentu. 

Surat izin adalah Naskah dinas yang berisi persetujuan 

terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang. 

Surat perjanjian adalah Naskah dinas yang berisi 

kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih 

untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang 

telah disepakati bersama. 

Surat tugas adalah Naskah dinas dari atasan yang ditujukan 

kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Surat perjalanan dinas adalah Naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk 

melaksanakan perjalanan dinas. 

Surat kuasa adalah Naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang 

dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu dalam rangka kedinasan. 

Surat undangan adalah Naskah dinas yang berisi undangan 

kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah 

Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada pada 

alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. 

Surat pernyataan melaksanakan tugas adalah Naskah dinas 

dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang 

pegawai telah menjalankan tugas. 

Surat panggilan adalah Naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk 

menghadap. 

Nota dinas adalah Naskah dinas yang bersifat internal berisi 

komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada 

bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 

Lembar disposisi adalah Naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 

Telaahan staf adalah Naskah dinas dari bawahan kepada 

atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan 

saran-saran secara sistematis. 
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Pengumuman adalah Naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. 

Laporan adalah Naskah dinas dari bawahan kepada atasan 

yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang 

pelaksanaan tugas kedinasan. 

Rekomendasi adalah Naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu 

hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 

Surat pengantar adalah Naskah dinas berisi jenis dan jumlah 

barang yang berfungsi sebagai tanda terima. 

Telegram adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi 

elektronik. 

Lembaran daerah adalah Naskah dinas untuk 

mengundangkan peraturan daerah. 

Berita daerah adalah Naskah dinas untuk mengundangkan 

peraturan kepala daerah. 

Berita acara adalah Naskah dinas yang berisi keterangan atas 

sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak. 

Notula adalah Naskah dinas yang memuat catatan proses 

sidang atau rapat. 

Memo adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi catatan tertentu. 

Daftar hadir adalah Naskah dinas dari pejabat berwenang 

yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang. 

Piagam adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi penghargaan atas prestasi vang telah dicapai atau 

keteladanan yang telah diwujudkan. 

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPL 

adalah Naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang 

telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 

Sertifikat adalah Naskah dinas yang merupakan tanda bukti 

seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 

Radiogram adalah Naskah dinas berupa pesan tertulis resmi 

yang dikirim melalui radio dari pejabat berwenang yang berisi 

informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi 

elektronik. 

Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu Naskah 

dinas. 

Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu 

Naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 
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Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu Naskah dinas 

dianggap tidak pernah dikeluarkan. 

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum 

yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang 

memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik 

yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang 

menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam 

Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara 

Sertifikasi Elektronik. 

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri 

atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau 

terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan 

sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini 

meliputi: 

a. jenis, susunan dan bentuk naskah dinas, 

po 
A
0
 pembuatan naskah dinas, 

pengamanan naskah dinas, 

pejabat penanda tangan naskah dinas, dan 

pengendalian naskah dinas. 

BAB II! 

JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS 

Pasal 3 

Jenis naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

a terdiri atas: 

a. naskah dinas arahan, 

b. naskah dinas korespondensi,dan 

c. naskah dinas khusus. 

Bagian Kesatu 

Naskah dinas Arahan 

Pasal 4 

Naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

a terdiri atas: 

a. naskah dinas pengaturan, 

b. naskah dinas penetapan,dan 
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c. naskah dinas penugasan. 

Pasal 5 

Jenis Naskah dinas pengaturan sebagaimana dalam Pasal 4 huruf 

a terdiri atas: 

a. peraturan daerah, 

b. peraturan gubernur, 

Cc. peraturan DPRD,dan 

d. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. 

Pasal 6 

Ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan perundang- 

undangan, dan teknik penyusunan peraturan perundang- 

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri 

atas: 

a. kerangka peraturan perundang-undangan, 

b. hal-hal khusus, 

c. ragam bahasa peraturan perundang-undangan, dan 

d. bentuk rancangan peraturan perundang-undangan, 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan 

standar operasional prosedur dari berbagai proses 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan. 

(2) Ketentuan mengenai jenis, susunan dan bentuk, 

dokumen, dan penetapan standar operasional prosedur 

administrasi pemerintahan diatur sesuai dengan peraturan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang aparatur negara tentang pedoman penyusunan 

standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. 

Pasal 8 

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 4 

huruf b terdiri atas: 

  

  

      
  

| HUKUM | | ASIEN | Pi EKDA 

R7 MX NE |



(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

  

5 Ta 

keputusan gubernur, 

keputusan DPRD, 

keputusan pimpinan DPRD, dan 

keputusan badan kehormatan DPRD. 

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh Pejabat 

Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

0 
& 

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pimpinan tertinggi atau pejabat lain yang menerima 

pendelegasian wewenang. 

Susunan dan bentuk keputusan terdiri atas: 

kepala, 

konsiderans, 

diktum, 

batang tubuh, dan 

kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan 

0 
2 
r
p
 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 9 

Naskah dinas penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 

huruf c terdiri atas: 

a. surat perintah, 

b. surat tugas, dan 

c. surat perjalanan dinas. 

Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa 

berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi. 

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk 

melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Gubernur, 

Sekretaris Daerah dan Pimpinan OPD dalam rangka 

pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, 

pegawai tidak tetap, dan pihak lain. 
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Susunan dan bentuk surat perintah, surat tugas dan surat 

perjalanan dinas, terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat perintah, 

surat tugas dan surat perjalanan dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

Bagian Kedua 

Naskah dinas Korespondensi 

Pasal 10 

Naskah dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf b terdiri atas: 

(1) 
(2) 

naskah dinas korespondensi internal, dan 

naskah dinas korespondensi eksternal. 

Pasal 11 

Naskah dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf a meliputi: 

a. nota dinas: 

b. memo, dan 

c. disposisi, 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 12 

Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 

merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi 

internal antar pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah. 

Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan dalam 

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawabnya. 

Susunan dan bentuk nota dinas terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
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lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Dalam penyusunan nota dinas memperhatikan hal sebagai 

berikut: 

a. nota dinas tidak dibubuhi stempel dinas, dan 

b. paling sedikit . harus mencantumkan nomor, kode 

klasifikasi dan tahun. 

Pasal 13 

Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b 

merupakan naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat 

yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk 

menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat 

mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, 

peringatan, saran atau pendapat kedinasan. 

Susunan dan bentuk memo terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk memo sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

Pasal 14 

Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c 

merupakan petunjuk tertulis singkat mengenai tindak 

lanjut/tanggapan terhadap Naskah dinas masuk, ditulis 

secara jelas pada lembar disposisi. 

Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya 

diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pejabat 

pemerintah dengan jenjang jabatan di bawahnya. 

Pasal 15 

Naskah dinas korespondensi eksternal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun dalam bentuk surat 

dinas. 

Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 
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Susunan dan bentuk surat dinas terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Ketiga 

Naskah dinas Khusus 

Pasal 16 

Naskah dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

c terdiri dari: 

"
r
a
 

mp
 

AO
 

Op
 

n
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si 
re
na
 

S
E
L
 

D
U
 
O
b
 

3
 

instruksi, 

surat edaran, 

surat kuasa, 

surat keterangan, 

surat panggilan, 

surat pernyataan melaksanakan tugas, 

surat undangan, 

surat izin, 

berita acara, 

surat pengantar, 

pengumuman, 

laporan, 

. telaah staf, 

sertifikat: 

piagam, 

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, 

radiogram, 

rekomendasi, 

lembaran daerah, 

berita daerah, 

. notula, dan 

surat perjanjian 
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Pasal 17 

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a 

merupakan naskah dinas yang memuat perintah berupa 

petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

(2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan pada 

Pemerintah Daerah. 

(3) Susunan dan bentuk instruksi terdiri atas: 

a. kepala, 

b. konsiderans, 

c. batang tubuh, dan 

d. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk instruksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 18 

Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b 

merupakan Naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang 

hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 

Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh pimpinan tertinggi. 

Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan 

kewenangannya. 

Susunan dan bentuk surat edaran terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat edaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 19 

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf 

c merupakan naskah dinas yang berisi pemberian 

wewenang kepada badan hukum /kelompok 
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orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas 

namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam 

rangka kedinasan. 

(2) Susunan dan bentuk surat kuasa terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat kuasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 20 

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf d merupakan naskah dinas yang berisi informasi 

mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk 

kepentingan kedinasan. 

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan 

tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

(3) Susunan dan bentuk surat keterangan terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat 

keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 21 

(1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf e adalah naskah dinas yang berisi informasi tentang 

pihak yang tertera dalam surat diminta untuk menghadap. 

(2) Susunan dan bentuk surat panggilan terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat panggilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
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lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 22 

(1) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 huruf f adalah naskah dinas yang 

berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa 

seorang pegawai telah melaksanakan tugas. 

(2) Susunan dan bentuk surat pernyataan melaksanakan tugas 

terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat pernyataan 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 23 

(1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf g adalah naskah dinas yang berisi undangan kepada 

pejabat/pegawai baik dilingkup internal Pemerintah 

Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat 

tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. 

(2) Susunan dan bentuk surat undangan terdiri atas: 

a. Kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

(3) “Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 24 

(1) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h 

adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap 

permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Susunan dan bentuk surat izin terdiri atas: 

a. kepala, 
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b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 25 

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf i merupakan naskah dinas yang berisi tentang 

pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan 

kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh 

para pihak dan para saksi. 

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disertai lampiran. 

Susunan dan bentuk berita acara terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk berita acara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 26 

Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf j adalah naskah dinas yang digunakan untuk 

mengantar/ menyampaikan barang atau naskah. 

Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang 

mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawabnya. 

Susunan dan bentuk surat pengantar terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat 

pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 27 

Surat Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf k merupakan naskah dinas yang memuat 

pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada 

semua  pejabat/pegawai/perseorangan di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

Surat Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau 

pejabat lain yang ditunjuk. 

Susunan dan bentuk surat pengumuman terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk pengumuman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 28 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf 

1 merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan 

tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian tertentu. 

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh 

pejabat/staf yang diberi tugas. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh pejabat/staf yang diserahi tugas. 

Susunan dan bentuk laporan terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 29 

Telaah staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf 

m merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat 

atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai 
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suatu persoalan dengan memberikan jalan 

keluar/pemecahan yang disarankan. 

Susunan dan bentuk telaah staf terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk telaah staf 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 30 

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n 

adalah naskah dinas yang berisi informasi tentang 

pembuktian bahwa seseorang telah mengikuti suatu kegiatan 

tertentu, antara lain: penataran, workshop, seminar, kursus, 

orientasi, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang 

dilaksanakan dengan maksud memberikan edukasi kepada 

peserta. 

Susunan dan bentuk sertifikat terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk sertifikat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 31 

Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf o 

adalah naskah dinas yang berisi keterangan penghargaan 

atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang 

diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari 

pejabat berwenang. 

Susunan dan bentuk piagam terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk piagam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 32 

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 huruf p adalah naskah dinas yang 

berisi pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya 

telah lulus program pendidikan dan pelatihan di lingkungan 

badan yang membidangi pendidikan dan pelatihan Perangkat 

Daerah. 

Susunan dan bentuk surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat tanda tamat 

pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 33 

Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g 

adalah pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio 

Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi 

hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi 

elektronik. 

Susunan dan bentuk radiogram terdiri atas: 

a. kepala 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk radiogram 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 34 

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf r 

adalah naskah dinas yang berisi keterangan atau catatan dari 

pejabat yang berwenang tentang suatu hal yang untuk dapat 

dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 

Susunan dan bentuk surat rekomendasi terdiri atas: 
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a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 35 

Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf s adalah naskah dinas yang berisi penerbitan resmi 

Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan 

Daerah. 

Susunan dan bentuk lembaran daerah terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk lembaran daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 36 

Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf 

t adalah Naskah dinas yang berisi penerbitan resmi 

Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan 

Gubernur dan Peraturan DPRD. 

Susunan dan bentuk berita daerah terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk berita daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 37 

Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf u adalah 

naskah dinas yang memuat dokumen atau catatan singkat 

yang merekam kejadian yang terjadi pada saat rapat, mulai 

dari bahasan hingga hasil rapat. 
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Notula adalah catatan terperinci yang berfungsi sebagai 

catatan tertulis resmi dari sebuah rapat. 

Susunan dan bentuk notula terdiri atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk notula 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 38 

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf v merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan 

bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara 

kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan 

atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 

a. surat perjanjian dalam negeri,dan 

b. surat perjanjian luar negeri/Internasional, 

Pasal 39 

Surat perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat (2) huruf a merupakan kerja sama antar 

lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun 

daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama, 

perjanjian kerja sama, atau bentuk lain. 

Surat perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan antar lembaga di dalam negeri dan 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

Susunan dan bentuk surat perjanjian dalam negeri terdiri 

atas: 

a. kepala, 

b. batang tubuh, dan 

c. kaki. 

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat perjanjian 

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 40 

(1) Surat Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 Ayat (2) huruf b merupakan perjanjian, dalam 

bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum 

internasional yang dibuat secara tertulis serta 

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 

(2) Surat Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, 

organisasi internasional, atau subjek hukum internasional 

lain berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban 

untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad 

baik. 

(3) Ketentuan mengenai penandatanganan, pengesahan, 

pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, cara-cara 

lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian 

internasional diatur sesuai dengan undang-undang tentang 

Perjanjian Internasional. 

BAB III 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 41 

Pembuatan naskah dinas perlu memperhatikan prinsip sebagai 

berikut: 

a. diciptakan atau dibuat dan dikirim oleh pihak yang 

berwenang, 

b. bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur dan kaidah bahasa 

menggunakan bahasa yang formal, logis, efektif, singkat, 

padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami, 

c. dilaksanakan pengamanan terhadap naskah dinas sesuai 

dengan klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas, dan 

d. proses pembuatan naskah dinas didokumentasikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 42 

(1) Pembuatan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41 dapat menggunakan: 

a. media rekam kertas, atau 
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b. media rekam elektronik. 

Pembuatan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diawali dengan menentukan jenis, susunan dan bentuk 

naskah dinas. 

Pasal 43 

Pembuatan naskah dinas dengan media rekam elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b 

menggunakan: 

a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, atau 

b. aplikasi pengolah kata atau data. 

Pasal 44 

Dalam pembuatan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 memuat unsur sebagai berikut: 

a. 

O 
Oo 

P
P
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kop: 
penomoran Naskah dinas, 

penggunaan kertas, 

penggunaan tinta 

ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata 

penyambung, 

penentuan batas atau ruang tepi, 

nomor halaman, 

tembusan, 

lampiran, 

paraf, tanda tangan dan stempel, 

amplop dan map, 

Naskah dinas bahasa asing, dan 

perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat Naskah dinas. 

Bagian Kedua 

Kop 

Pasal 45 

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas: 

a. Kop Naskah dinas jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, dan 

b. Kop Naskah dinas Perangkat Daerah. 

  

KARO | KADIS : 
HUKUM - | ASIA £KDA 
  

            ( | z y 
  

k 
 



(1) 

(2) 

  

aa 9 aa 

Pasal 46 

Kop Naskah dinas jabatan Gubernur/Wakil Gubernur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, digunakan untuk 

Naskah dinas yang ditanda tangani oleh Gubernur. 

Kop Naskah dinas jabatan Gubernur/Wakil Gubernur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh 

penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana 

harian Gubernur. 

Pasal 47 

Kop Naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 huruf b digunakan untuk Naskah dinas yang ditandatangani 

oleh pejabat berwenang selain Gubernur/Wakil Gubernur. 

(1) 

(2) 

(4) 

Bagian Ketiga 

Penomoran 

Pasal 48 

Penomoran Naskah dinas pengaturan dan Naskah dinas 

penetapan menggunakan angka arab. 

Penomoran Naskah Dinas penugasan menggunakan angka 

arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa: 

a. kode klasifikasi: 

b. nomor, dan 

c. tahun terbit. 

Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal 

menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling 

sedikit berupa: 

a. kode klasifikasi, 

b. identitas OPD, 

Cc. nomor agenda, 

d. bulan, dan 

e. tahun terbit. 

Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal 

menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling 

sedikit berupa: 

a. kategori klasifikasi keamanan, 

b. kode klasifikasi, 

Cc. nomor agenda, 
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d. bulan, dan 

e. tahun terbit. 

(5) Naskah dinas arahan dalam bentuk Naskah dinas pengaturan 

dan penetapan yang ditandatangani oleh Gubernur/ Wakil 

Gubernur penomorannya terpusat di biro yang membidangi 

urusan hukum pada Sekretariat Daerah. 

(6) Penomoran Naskah Dinas khusus menggunakan angka arab 

dengan memuat unsur paling sedikit berupa nomor agenda, 

identitas OPD, bulan dan tahun terbit. 

(7) Ketentuan mengenai contoh penomoran Naskah dinas 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Keempat 

Penggunaan Kertas 

Pasal 49 

(1) Penggunaan kertas, amplop, dan tinta sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 huruf c digunakan pada Naskah dinas dengan 

media rekam kertas. 

(2) Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah dinas 

pengaturan dan penetapan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Standar kertas permanen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c meliputi: 

a. gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m?, 

b. ketahanan sobek paling sedikit 350 (tiga ratus lima puluh) 

mN, 

Cc. ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (dua koma empat puluh 

dua) metode schopper atau 2,18 (dua koma delapan belas) 

metode MIT, 

d. PH pada rentang 7,5-10 (tujuh koma lima sampai 

dengan sepuluh): 

e. kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 (nol koma 

empat) mol asam/kg, dan 

f. daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa paling 

sedikit 5 (lima). 

(4) Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah dinas 

penugasan, Naskah dinas korespondensi, dan Naskah dinas 

khusus merupakan kertas jenis Houturj Schrijfpapier (HVS), 

ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) 

gram/m? kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah. 
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(5) Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam 

pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan 

dengan memperhatikan ketahanan kertas dalam hal Naskah 

dinas memiliki jangka waktu simpan yang lama atau memiliki 

nilai guna kesejarahan. 

Bagian Kelima 

Penggunaan Tinta 

Pasal 50 

(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d sebagai 

berikut: 

a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam, 

b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf 

berwarna biru tua, 

c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah dinas, 

berwarna ungu, dan 

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah dinas bersifat 

rahasia, berwarna merah. 

(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah dinas merupakan 

tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau pigment 

durabrite. 

Bagian Keenam 

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung 

Pasal 51 

Ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata 

penyambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d diatur 

sebagai berikut: 

a. jarak spasi pada Naskah dinas pengaturan dan Naskah dinas 

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan 

huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

b. Jarak spasi pada Naskah dinas selain Naskah dinas pengaturan 

dan Naskah dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 
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Pasal 52 

Jenis huruf pada Naskah dinas Pengaturan dan Naskah dinas 

penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 12 (dua 

belas). 

Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas 

korespondensi dan Naskah dinas khusus yaitu Arial dengan 

ukuran 12 (dua belas). 

Pasal 53 

Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai 

tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya. 

Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis 

pada: 

a. akhir setiap halaman, 

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman:dan 

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama 

halaman berikutnya disertai 3 (tiga) titik. 

Dalam pembuatan Naskah dinas dengan media rekam 

elektronik tidak mencantumkan kata penyambung. 

Bagian Ketujuh 

Penentuan Batas atau Ruang Tepi 

Pasal 54 

Penentuan batas atau ruang tepi pada kertas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 huruf e bertujuan untuk keserasian 

dan kerapian dalam penyusunan Naskah dinas. 

(2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. ruang tepi atas, antara lain: 

1. apabila menggunakan kop Naskah dinas, 2 (dua) spasi 

dibawah kop, dan 

2. apabila tanpa kop Naskah dinas, paling sedikit 2 (dua) 

cm dari tepi atas kertas. 

b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm 

dari tepi bawah kertas, 

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas, 

dan 
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d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan 

kertas. 

Bagian Kedelapan 

Nomor Halaman 

Pasal 55 

Nomor halaman pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 huruf f menggunakan angka arab/biasa. 

Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf 

g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Naskah dinas 

korespondensi dan Naskah dinas khusus ditempatkan pada 

bagian tengah atas secara simetris 

Bagian Kesembilan 

Tembusan 

Pasal 56 

Tembusan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 huruf h memiliki tujuan untuk menunjukan 

bahwa pihak yang bersangkutan perlu mengetahui isi surat 

tersebut. 

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah 

dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan 

disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan. 

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah 

dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas 

nama Gubernur, disampaikan kepada Gubernur dan 

Sekretaris. 

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah 

dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas 

nama Gubernur berupa surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan. 

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada 

posisi bagian kiri bawah pada Naskah dinas dan diikuti tanda 

baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu 

menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah 

sejenis. 
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Bagian Kesepuluh 

Lampiran 

Pasal 57 

Lampiran pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 huruf i dengan media rekam kertas harus 

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. 

Lampiran pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas 

elektronik yang terpisah dari Naskah dinas pengantar harus 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

Dalam hal lampiran Naskah dinas memiliki lebih dari satu 

halaman, setiap halaman lampiran harus diberi nomor 

halaman dengan angka arab/biasa. 

Bagian Kesebelas 

Paraf, Tanda Tangan dan Stempel 

Pasal 58 

Paraf, tanda tangan dan stempel sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah dinas. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

Pasal 59 

Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan 

tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan. 

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. paraf hierarki, dan 

b. paraf koordinasi. 

Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah 

pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum 

ditandatangani. 

Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 

menandatangani Naskah dinas tersebut tidak memerlukan 

paraf. 

Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan 

riwayat Naskah dinas dalam basis data sebelum dilakukan 

penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 

Pembubuhan paraf pada Naskah dinas penugasan berupa 

surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama. 
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Pasal 60 

Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) 

huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang 

dibubuhkan dalam bentuk matriks. 

Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah dinas yang 

ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris 

Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, 

inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf 

terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara 

berjenjang. 

Paraf hierarki pada Naskah dinas penugasan, Naskah dinas 

korespondensi, dan Naskah dinas khusus ditempatkan pada 

lembar terakhir. 

Pasal 61 

Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 

(2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi 

tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing 

unit kerja yang berbentuk matriks. 

Naskah dinas yang materinya saling berkaitan antar unit 

kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait 

sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada 

lembar terakhir. 

Pasal 62 

Pemberian tanda tangan pada Naskah dinas berfungsi sebagai 

alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan 

serta keautentikan, keterpercayaan dan keutuhan informasi. 

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. tanda tangan basah, dan 

b. tanda tangan elektronik. 

Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal 63 

Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas 

dengan media rekam kertas. 
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Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah dinas 

dengan media rekam elektronik. 

Pasal 64 

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah dinas 

pengaturan dan Naskah dinas penetapan tidak menggunakan 

gelar. 

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah dinas 

penugasan, Naskah dinas Korespondensi, dan Naskah dinas 

khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan 

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan 

Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain 

Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah 

menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan 

pangkat/golongan. 

Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat 

sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Gubernur 

tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan 

pangkat/golongan. 

Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan 

pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, 

nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan. 

Pasal 65 

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat 

hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. 

an
e)

 

data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada 

pejabat penanda tangan, 

data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses 

penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa 

pejabat penanda tangan, 

segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang 

terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, 

segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait 

dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu 

penandatanganan dapat diketahui, 

terdapat cara tertentu yang dipakai untuk 

mengidentifikasi siapa pejabat penanda tangannya, dan 

terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa pejabat 

penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap 

Naskah dinas dengan media rekam elektronik yang terkait. 
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Pasal 66 

Pemberian tanda tangan elektronik pada Naskah dinas berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

a. 

(1) 

(2) 

tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan 

bentuk kode guick response yang disertai nama pejabat 

penandatangan dan nama jabatan, 

Naskah Dinas dengan tanda tangan elektronik 

didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus 

dicetak, 

pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat 

melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring 

atau media luring, dan 

menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh 

lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi elektronik 

Indonesia. 

Pasal 67 

Stempel digunakan pada Naskah dinas dengan media rekam 

kertas. 

Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam 

elektronik. 

Pasal 68 

Stempel terdiri dari : 

a. 

b. 

C. 

(2) 

stempel jabatan Gubernur, 

stempel Perangkat Daerah, 

stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan 

umum daerah, dan 

stempel pengamanan Naskah dinas 

Pasal 69 

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 

ini. 

Stempel yang digunakan untuk Naskah dinas sangat rahasia 

dan rahasia dapat menggunakan stempel yang dicetak timbul 

tanpa menggunakan tinta dengan maksud untuk menghindari 

pemalsuan. 
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Bagian Keduabelas 

Amplop dan Map 

Pasal 70 

Amplop Naskah dinas terdiri atas, 

a. Amplop Naskah dinas Gubernur, dan 

b. Amplop Naskah dinas Perangkat Daerah. 

Bentuk Amplop Naskah dinas yang digunakan untuk 

pendistribusian Naskah dinas dengan media rekam kertas 

berbentuk persegi panjang. 

Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian 

Naskah dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah 

Daerah. 

Amplop Naskah dinas Gubernur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih. 

Amplop Naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna 

coklat. 

Pasal 71 

Pada amplop Naskah dinas harus dicantumkan alamat 

pengirim dan alamat tujuan. 

Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 

a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, 

alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan 

nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan 

kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah dinas 

Gubernur. 

b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama 

perangkat daerah yang bersangkutan, alamat yang 

dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama 

provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode 

pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah dinas 

Perangkat Dinas. 

Perbandingan huruf pada amplop Naskah dinas Perangkat 

Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan 

nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan 

huruf Arial. 
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Pasal 72 

Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf k terdiri 

atas: 

a. map Naskah dinas jabatan, dan 

b. map Naskah dinas Perangkat Daerah. 

Ukuran, bentuk, dan warna map Naskah dinas dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan 

tiap Pemerintah Daerah. 

Pasal 73 

Map Naskah dinasjabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

72 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. map Naskah dinas Gubernur, dan 

b. map Naskah dinas kepala Perangkat Daerah. 

Map Naskah dinas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas 

dan tulisan Gubernur menggunakan huruf Arial dengan 

ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas 

secara simetris. 

Bentuk dan susunan map Naskah dinas Gubernur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah 

dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. 

Bagian Ketigabelas 

Naskah dinas Bahasa Asing 

Pasal 74 

Naskah dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan 

mengacu pada format Naskah dinas sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Gubenur ini. 

Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam 

bahasa asing. 
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Bagian Keempatbelas 

Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat 

Pasal 75 

(1) Perubahan Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44 huruf m merupakan perubahan pada bagian tertentu dari 

Naskah dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan. 

(2) Pencabutan Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 huruf m dilakukan karena Naskah dinas tersebut 

bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, atau 

kebijakan yang baru ditetapkan. 

(3) Pembatalan Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 huruf m merupakan pernyataan bahwa seluruh 

materi Naskah dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu 

pernyataan pembatalan dalam Naskah dinas yang baru. 

(6) Ralat Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

huruf m merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap 

sebagian materi Naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam 

Naskah dinas yang baru. 

(7) Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, 

dicabut, atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau 

dibatalkan dengan Naskah dinas yang setingkat atau lebih 

tinggi. 

(8) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, 

pencabutan dan pembatalan adalah pejabat yang 

menandatangani Naskah dinas tersebut atau oleh pejabat 

yang lebih tinggi kedudukannya. 

(9) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, 

dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani Naskah 

dinas. 

BAB IV 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

Pasal 76 

(1) Pengamanan Naskah dinas paling sedikit memuat penentuan 

kategori dan perlakuan terhadap Naskah Dinas 

berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas. 

(2) Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah dinas terdiri atas: 

a. sangat rahasia, 
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b. rahasia, 

c. terbatas, dan 

d. biasa. 

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kepentingan 

dan substansi Naskah dinas. 

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) pada Pemerintah Daerah memuat 

semua tingkat klasifikasi Naskah dinas. 

Hak akses terhadap Naskah dinas yang berklasifikasi: 

a. sangat rahasia, 

b. rahasia, dan 

c. terbatas hanya diberikan kepada pimpinan tertinggi 

dan/atau pihak yang berwenang. 

Hak akses terhadap Naskah dinas yang berklasifikasi biasa, 

dapat diberikan kepada seluruh pegawai atau masyarakat. 

Dalam rangka pengamanan Naskah dinas pada media rekam 

elektronik, Aplikasi SRIKANDI harus memuat fitur 

pengamanan Naskah dinas. 

Pasal 77 

Perlakuan terhadap Naskah dinas berdasarkan klasifikasi 

keamanan dan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 

ayat (1) meliputi: 

a. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses, 

b. pemberian nomor seri pengaman atau security 

printing,dan 

C. pembuatan dan pengawasan Naskah dinas. 

Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode 

derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah 

kiri atas Naskah dinas. 

Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi 

keamanan sangat rahasia dan rahasia, dapat digunakan 

amplop rangkap dua. 

Terhadap Naskah dinas dengan media rekam elektronik 

yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia 

dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai 

dengan perkembangan teknologi. 
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Pasal 78 

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a diberikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(2) 

(1) 

Naskah dinas sangat rahasia diberikan kode “SR” dengan 

menggunakan tinta warna merah, 

Naskah Dinas rahasia diberikan kode R' dengan 

menggunakan tinta warna merah, 

Naskah Dinas terbatas diberikan kode 'T' dengan 

menggunakan tinta hitam, dan 

Naskah dinas biasa diberikan kode B' dengan menggunakan 

tinta hitam. 

Pasal 79 

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b 

memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan 

keterpercayaan informasi pada Naskah dinas. 

Pemberian nomor seri pengaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Penggunaan security printing pada Naskah dinas di 

lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan metode 

watermarks: 

Ketentuan mengenai metode security printing pada Naskah 

dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 80 

Pembuatan dan pengawasan Naskah dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c yang bersifat 

rahasia dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan 

fungsi bidang kesekretariatan. 

Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan 

pengamanan dapat dikoordinasikan dengan lembaga teknis 

terkait. 

BAB V 

PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS 

Pasal 81 

Kewenangan penandatangan Naskah dinas merupakan hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang 
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pejabat untuk menandatangani Naskah dinas sesuai dengan 

tugas dan kewenangan pada jabatannya. 

Kewenangan penandatanganan Naskah dinas oleh Kepala 

Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, pejabat 

sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penggunaan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan dengan menyebut: 

a. atas nama (a.n.): 

b. untuk beliau (u.b.), 

Cc. pelaksana tugas (PIlt.): atau 

d. pelaksana harian (Plh.). 

Ketentuan mengenai contoh susunan dan bentuk 

batasan kewenangan penandatangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

Pasal 82 

Penggunaan “atas nama” (a.n.) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam hal pejabat 

yang berwenang menandatangani Naskah dinas melimpahkan 

kepada pejabat di bawahnya. 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan “atas 

nama” (a.n.) meliputi: 

a. pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis, 

b. materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas dan 

tanggung jawab pejabat yang melimpahkan, dan 

Cc. tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah 

dinas berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang. 

Pasal 83 

Penggunaan “untuk beliau” (fu.b.) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b dapat dilakukan dalam hal 

pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat 

satu tingkat di bawahnya. 

Penggunaan “untuk beliau” (u.b.) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) setelah “atas nama” (a.n.) 

Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah dinas 

melalui “untuk beliau” fu.b.) hanya sampai pejabat dua tingkat 

di bawahnya. 
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Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan 

“untuk beliau” (u.b.) meliputi: 

a. pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua 

tingkat struktural dibawahnya, 

b. materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung 

jawabnya, 

c. dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai 

pelaksana tugas atau pelaksana harian, dan 

d. tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi 

kuasa. 

Pasal 84 

Penggunaan “pelaksana tugas” (Plt.) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c dilakukan oleh pejabat yang 

mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat definitif yang 

berhalangan tetap. 

Pelimpahan wewenang “pelaksana tugas” (Plt) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis. 

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif 

ditetapkan. 

Batasan kewenangan “pelaksana tugas” (Plt.) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 85 

Penggunaan “pelaksana harian” (Plh.) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 81 ayat (3) huruf d dilakukan oleh pejabat yang 

mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat definitif yang 

berhalangan sementara. 

Pelimpahan wewenang “pelaksana harian” (Plh.) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis. 

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif 

kembali di tempat. 

Batasan kewenangan “pelaksana harian” (Plh.) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 86 

Ketentuan mengenai contoh penggunaan kewenangan mandat 

berupa “atas nama” (a.n.), “untuk beliau” (u.b.), “pelaksana tugas” 

(Plt.), “pelaksana harian” (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 

ini 

BAB VI 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 87 

Pengendalian Naskah dinas meliputi kegiatan: 

a. pengendalian Naskah dinas masuk, dan 

b. pengendalian Naskah dinas keluar. 

Bagian Kedua 

Pengendalian Naskah dinas Masuk 

Pasal 88 

(1) Prinsip penanganan Naskah dinas masuk meliputi: 

a. penerimaan Naskah dinas masuk dipusatkan di unit yang 

membidangi kearsipan atau unit lain yang 

menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. 

b. penerimaan Naskah dinas dianggap sah apabila diterima 

oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit yang 

membidangi kearsipan, dan 

c. Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada 

pejabat atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit 

yang membidangi kearsipan. 

(2) Pengendalian Naskah dinas masuk dengan media rekam 

kertas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. penerimaan, 

b. pencatatan 

Cc. pengarahan, dan 

d. penyampaian. 

(3) Pada tahap penerimaan, Naskah dinas masuk yang diterima 

dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori 

klasifikasi keamanan, antara lain: 

a. sangat rahasia (SR): 

b. rahasia (R): 

c. terbatas (T), atau 
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d. biasa (B). 

4) Pada tahap pencatatan, Naskah dinas masuk yang diterima 

dari petugas penerimaan yang telah dikelompokkan 

berdasarkan kategori klasifikasi keamanan. 

(5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan dengan registrasi Naskah dinas pada sarana 

pengendalian Naskah dinas. 

(6) Sarana pengendalian Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dapat berupa: 

a. buku agenda Naskah dinas masuk, dan 

b. kartu kendali 

(7) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 

memuat: 

a. nomor urut, 

b. tanggal penerimaan, 

Cc. tanggal dan nomor Naskah dinas, 

b. asal Naskah dinas, 

Cc. isi ringkas Naskah dinas, 

d. unit kerja yang dituju, dan 

e. keterangan. 

(8) Pengarahan Naskah Dinas masuk dengan klasifikasi 

keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas 

disampaikan langsung kepada unit pengolah yang dituju. 

(9) Pengarahan Naskah Dinas masuk dengan kategori biasa 

dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami 

keseluruhan isi dan maksud Naskah dinas untuk mengetahui 

unit pengolah yang akan menindaklanjuti Naskah dinas 

tersebut. 

(10) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah 

sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian Naskah 

dinas. 

(11) Bukti penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 

memuat informasi tentang: 

nomor urut pencatatan, 

tanggal dan nomor Naskah dinas, 

asal Naskah dinas, 

isi ringkas Naskah dinas, 

unit kerja yang dituju, 

waktu penerimaan, dan 

tandatangan dan nama penerima di unit pengolah. R
P
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(12) Bentuk bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat 

berupa: 

a. buku ekspedisi, atau 

b. lembar tanda terima penyampaian. 

Bagian Ketiga 

Pengendalian Naskah dinas Masuk pada Media Rekam Elektronik 

(1) 

(2) 

(1) 

Pasal 89 

Pengendalian Naskah dinas masuk dengan media rekam 

elektronik menggunakan Aplikasi SRIKANDI. 

Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas masuk, Aplikasi 

SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memuat fitur pencatatan riwayat, pengarahan sesuai 

klasifikasi keamanan, dan penyampaian. 

Pasal 90 

Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau Naskah dinas 

dengan media rekam elektronik yang diterima dari luar 

lingkungan instansi yang ditujukan kepada pejabat tertentu 

di lingkungan internal melalui akun media komunikasi dalam 

jaringan pribadi atau kedinasan pegawai, harus disampaikan 

kepada unit kearsipan untuk dilakukan registrasi ke dalam 

Aplikasi SRIKANDI. 

Penyampaian komunikasi kedinasan atau Naskah dinas 

dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dalam bentuk tangkapan layar atau salinan 

digital. 

Bagian Keempat 

Pengendalian Naskah dinas Keluar 

Pasal 91 

Prinsip pengendalian Naskah dinas keluar meliputi: 

a. pengiriman Naskah Dinas keluar dipusatkan dan 

diregistrasi di unit kearsipan atau unit lain yang 

menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk Naskah 

dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf unit 

pengolah, dan 

sebelum  diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan Naskah dinas yang meliputi: 

1. nomor Naskah dinas, 
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stempel dinas, 

tandatangan, 

alamat yang dituju, dan 

an 
O
n
 

lampiran. 

Bagian Kelima 

Pengendalian Naskah dinas Keluar pada Media Rekam Kertas 

Pasal 92 

Pengendalian Naskah dinas keluar dengan media rekam 

kertas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. pencatatan, 

b. penggandaan, 

Cc. pengiriman, dan 

d. penyimpanan. 

Pada tahap pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, Naskah Dinas keluar yang dikirim harus 

diregistrasi pada sarana pengendalian Naskah dinas keluar. 

a. sarana pengendalian Naskah dinas keluar dapat berupa : 

1. buku agenda Naskah dinas keluar, dan 

2. kartu kendali, 

b. sarana pengendalian Naskah dinas keluar sebagaimana 

dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat: 

1. nomor urut, 

2. tanggal pengiriman, 

3. tanggal dan nomor Naskah dinas, 

4. tujuan Naskah dinas, 

5. isi ringkas Naskah dinas, dan 

6. keterangan 

Penggandaan Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan setelah Naskah dinas keluar 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

Penggandaan Naskah Dinas keluar yang memiliki 

kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia 

(R), dan Terbatas (T) harus diawasi secara khusus oleh 

petugas. 
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(5) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh unit pengolah 

dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan 

alamat lengkap dan nomor Naskah dinas sesuai dengan 

kategori klasifikasi keamanan. 

(6) Khusus untuk Naskah dinas dengan kategori klasifikasi 

keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan 

Terbatas (T), Naskah dinas dapat dimasukkan ke dalam 

amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang 

dituju dan pembubuhan stempel dinas. 

(7) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah dinas, 

dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan 

tanda untuk perhatian (u.p) diikuti nama jabatan yang 

menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju. 

(8) Penyimpanan Naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh unit pengolah melalui 

sarana pengendalian Naskah dinas dan pertinggal Naskah 

dinas keluar. 

(9)  Pertinggal Naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah 

dinas masuk sesuai dengan klasifikasi arsip. 

Bagian Keenam 

Pengendalian Naskah dinas Keluar pada Media Rekam Elektronik 

Pasal 93 

(1) Pengendalian Naskah dinas keluar dengan media rekam 

elektronik menggunakan Aplikasi SRIKANDI. 

(2) Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas keluar, 

Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memuat fitur pencatatan riwayat, pengiriman dan 

penyimpanan. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 94 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 

Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Naskah 

dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo 

Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Naskah dinas di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun 2019 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 95 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
Pada tanggai 17 April 2023 

Pj. GUBERNURGORONTALO 

HAMKA HENDRA NOER 

Diundangkan di Gorontalo 

Pada tanggal 17 April 2023 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO 

BS At 
SYUKRI J. BOTUTIHE 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 13 
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
NOMOR : 13 TAHUN 2023 
TANGGAL: 17 April 2023 
TENTANG : PEDOMAN TATA NASKAH DINAS. 

  

BABI JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS 

1. Naskah dinas Penugasan 

a. 

b. 

Cc. 

Surat perintah 

Surat tugas 

Surat perjalanan dinas (SPD) 

2. Naskah dinas Korespondensi Internal 

a. 

b. 

C. 

Nota dinas 

Memo 

Disposisi 

3. Naskah dinas Korespondensi Eksternal 

a. Surat dinas 

4. Naskah dinas Khusus 

a. 
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Instruksi 

Surat edaran 

Surat kuasa 

Surat keterangan 

Surat panggilan 

Surat pernyataan melaksanakan tugas 

Surat undangan 

Surat izin 

Berita acara 

Surat Pengantar 

Pengumuman 

Laporan 

. Telaahan staf 

Sertifikat 

Piagam 

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan 

Radiogram 

Rekomendasi 

Lembaran daerah 
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BAB II 

BAB III 

BAB IV 
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t. Berita daerah 

u. Notula 

v. Surat perjanjian 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 
D
3
 

B
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» Penomoran naskah dinas 

Bentuk dan spesifikasi Kop Naskah dinas Jabatan 

Bentuk dan spesifikasi stempel Jabatan 

Bentuk dan spesifikasi stempel Lembaga 

Stempel pengamanan Naskah dinas 

Ketentuan stempel 

Amplop dan Map 

Paraf 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

A. Watermarks 

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

0
D
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Kewenangan Penandatanganan 

Penggunaan Atas Nama (a.n) 

Penggunaan Untuk Beliau (u.b) 

Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.) 

Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.) 

Penggunaan Penjabat (Pj.) 

Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) 

BAB I 

JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS 

Naskah dinas Penugasan 

a. Surat Perintah 

Susunan dan bentuk surat perintah 

1. Kepala 

Bagian kepala surat perintah terdiri dari: 

a. kop surat perintah, 
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b. kata surat perintah, ditulis dengan huruf kapital secara simetris, 

dan 

Cc. nomor, berada di bawah tulisan surat perintah. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari hal-hal 

sebagai berikut: 

e. Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar 

pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah, 

f. dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan 

ditetapkannya surat perintah tersebut 

g. Diktum dimulai dengan kata memberi perintah, secara simetris, 

diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan 

pegawai yang mendapat tugas, 

h. Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang 

tugas- tugas yang harus dilaksanakan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat perintah ditempatkan di sebelah kanan bawah 

yang terdiri dari: 

a. tempat dan tanggal surat perintah, 

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri 

dengan tanda baca koma, 

Cc. tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila menggunakan 

tanda tangan elektronik maka penempatan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk surat perintah, 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah, yang 

ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan 

e. stempel dinas. 

Contoh surat perintah: 

KARO — KARO | “—KaDis | 
HUKUM | | asigr EN — | asexon | 

| 
| 

| ee



  

SBN 

  

  

Menimbang : a. 

b. 

Dasar 

Kepada 

Untuk 

  

GUBERNUR GORONTALO 

SURAT PERINTAH 

NOMOR sewa 

bahwa .......oioioiooooooooooo 5 

Da nas mama 5 

Lea MEN N NASA AAN ENAM N NAN SNaN NAAM Ne SNN Eat tAne Nana ala : 

PA PANAS NE AL LN NBA NA Me KIK NN BN NE UN Nm : 

Memberi Perintah 

Lea Nasa an NN ana na : 

potebubene ramen tea MAN aa Mane NN SAMA Name Ne BRA NAM Same ea : 

NU se NAN isa MEN ANN aan TAKA TAN KENA N RAN ANN MEN NE san oa : 

dan seterusnya. 

(NN EN OA OR Na en Mane KUNNeNNaa BEN ON ENN SN anaNN NONA ANN Aan nSN SAN Nana aNEa : 

BEAN NEN NONE BEAN UT SAN AR KERANA PA NAN KAWANAN ANN NANa : 
PANNa aa Maa una NaN NBA ENNN NAN Nan an aNaan aa BANNER : 
dan seterusnya. 

Nama tempat, tanggal 

Gubernur Gorontalo, 

Nama     

  

HUKUM ASISTEN Pi.SEKDA 
  

  
        k 
   



  

2 an 

Surat tugas 

Susunan dan bentuk surat tugas 

1. Kepala 

Bagian kepala surat tugas terdiri dari: 

a. kop surat tugas, 

b. kata surat tugas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan 

Cc. nomor, berada di bawah tulisan surat tugas. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat tugas terdiri dari hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar pertimbangan 

memuat alasan ditetapkannya surat tugas, 

Dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya 

surat tugas tersebut 

Diktum dimulai dengan kata memberi tugas, secara simetris, diikuti 

kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang 

mendapat tugas, 

Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang tugas- 

tugas yang harus dilaksanakan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah yang 

terdiri dari: 

a. 

b. 

tempat dan tanggal surat tugas, 

nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan 

huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda 

baca koma, 

tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila menggunakan tanda 

tangan elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan 

bentuk surat tugas, 

nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan 

stempel dinas. 

  

KARO | KADIS . Nas mona ASISTEN Pi SEKDA 

A1 kr 
  

            
 



  

mx 52 - 

Contoh surat tugas: 

  

  

Dasar 

Kepada 

Untuk 

  

GUBERNUR GORONTALO 

SURAT TUGAS 

NOMOR “no... 

MEMERINTAHKAN: 

1. Nama NE tenan anna ana owanun aman an Banana nan 

Pangkat/eol. 1 mean 

NIP. Binaan aa raea Una ANAK 

Jabatan Ni anna Ea RAN Ba an 

2. Nama LN ennnnanananannanNaNanNangn KennnN oa 

Parigkat/sol. !  emonneeewaeaeeani 

NIP. aan ena anu mana aan 

Jabatan | Pesan 

Nama tempat, tanggal   
  

  

  

      
  

Gubernur Gorontalo, 

Nama 

KARO | KADIS Lana 

HUKUM | ASISIEN Pi.SEKDA 

SAI 
N / : 

 



  

SA aa 

c. Surat perjalanan dinas (SPD) 

Susunan dan bentuk surat perjalanan dinas (SPD) 

1. Kepala 

Bagian kepala surat terdiri dari: 

a. Kop surat yang ditandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur 

menggunakan lambang negara disertai nama lembaga dengan huruf 

kapital secara simetris. 

b. Kop surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau Kepala OPD 

menggunakan logo daerah yang diletakkan disebelah kiri atas surat 

c. Judul surat dan nomor 

2.Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama pemberi tugas, yang diberi 

tugas, pangkat golongan, jabatan, maksud perjalanan,tempat berangkat 

dan tempat tujuan, alat transportasi yang digunakan, lama perjalanan , 

pengikut dan beban anggaran. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang 

terdiri dari: 

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat, 

b. nama jabatan pejabat penandatangan, 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk laporan, dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

  

Ta | KADIS ASISTEN Pj.SEKDA 
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Pa Pi
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Contoh susunan dan bentuk surat perjalanan dinas (SPD) 

  

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

Lembar ke 

Kode no 

Nomor 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Sapta Marga Komplek Perkantoran Provinsi 

Gorontalo 

sncccooeococecenuncacucanaauan 

SURAT PERJALANAN DINAS 

(SPD) 
  
  

.| Pejabat yang memberi perintah 
  

Nama pegawai yang diperintah 
  

3.|a. Pangkat & Golongan 

b. Jabatan/Instansi 

c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas 
  

Maksud perjalanan dinas 
  

Alat angkutan yang dipergunakan 
  

6. la. Tempat berangkat 

b.Tempat tujuan 
  

a. Lamanya perjalanan dinas 

b. Tanggal berangkat 

c.Tanggal harus kembali/tiba 

ditempat baru) 

?o 
“
l
v
 » 

  

Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 
  

1. 

,. 
B. 
  

s Pembebanan anggaran 

a. Instansi 

b. Mata anggaran 
    10. Keterangan lain-lain       
  

Coret yang tidak perlu 

tangpat sen 

—— 
| Pj.SEKDA | 

# |   

   



  

ag 

  

  

  

  

  

Beranpkat dati! sec 
(tempat kedudukan) 
Ke 3 ena 

Pada tanggal : ............ 
Kepala 

(nananananannannannnna. ) 
NIP 

Iis SAbardt monas mara Berangkat dati £ nscicowe 
Pada tanggal: .............JJJ.... Ke 2 mmyKwena 
Kepala: ”——$ sewosesa Pada tanggal 

Kepala 

emas ) Pa mai ) 
NIP. NIP. 

UI. Tibadi — £..omooi#oncoocorcemena Berangkat dari : ......... 
Pada tangal : sewa Ke 2 andi 
Kepalh 5 eeean Pada tanggal : ......... 

Kepala 

keausan ) Pesen ) 
NIP. NIP. 

Y Dbadi oo aan Berangkat dari : ......... 
Pada tanggal: ' senen Ke: 8 eewwen 
Kepala 5 pewenumaa Pada tanggal : ......... 

Kepala 

ben ran ensi ) Leone kanak ) 
NIP. NIP. 

Y. “iod:. o— oo Tennresawengeasnna Telah diperiksa, dengan keterangan 
Pada tanggal. £ mo bahwa perjalanan tersebut diatas 
Kepala: "—— Gieslonesesanana benar dilakukan atas perintahnya 

dan semata-mata untuk kepentingan 
jabatan dalam waktu yang 

(oewnnnynntennonaan, ) sesingkat-singkatnya 
NIP.     
VI. CATATAN LAIN-LAIN 
  

VII. PERHATIAN : 

dinas,   Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanar 
para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta 

bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangari 
negara apabila negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.     
  

Pejabat Peneliti Kepulangan, 

  

NIP KARO KADIS 
HUKUM | an Pj.SEKDA 
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Naskah dinas Korespondensi Internal 

a. Nota Dinas 

Susunan dan bentuk nota dinas 

1. Kepala 

Bagian kepala nota dinas terdiri dari: 

a. 

A 
ga
 

» 
@ 

pe
n &

 

J: 

kop nota dinas terdiri dari nama lembaga dan unit kerja yang 

ditulis secara simetris di tengah atas, 

kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris, 

kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan 

tanda baca titik, 

kata dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

kata tembusan, yang ditulis dengan huruf awal kapital: 

kata tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

kata nomor, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

. kata sifat, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

kata lampiran, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

kata hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan 

penutup yang singkat, padat, dan jelas. 

3. Kaki 

Bagian kaki nota dinas terdiri dari nama jabatan, tanda tangan, nama 

pejabat, pangkat/golongan, dan NIP. Apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk nota dinas. 

  f - 7 1 Mes 
| KARO | KADIS | | : 

| HUKUM |! | ASISTE Pi. SEKDA 

  

      oSlfea ele   
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Contoh susunan dan bentuk nota dinas 

  

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 

Kompleks Perkantoran Provinsi Gorontalo Desa 

Ayula Kab. Bone Bolango Telp ....Fax.... 

  

  

NOTA DINAS 

Yth | ama aa mena 

Dari Nana LAMA ONE MAn SIMAS AMIN KM 

Tembusan: ........iiiooo.ooooooooonenannnnnnnann nana 

Tanggal | esek 

Nomor | emas mmm ma 

Sifat DP nten mana ama Ma maa Neng BENANN AN KAMI BAM ANN Na MEN 

Lampiran anal tenan anna aan bnar aka 

Hal | Ken 
  

Nama Jabatan, 

Nama 

NIP   Pangkat/Golongan   
  

  

KARO KaDis | 
ASISTEN Pi. SEKDA 

  

      k 
  

7 
| , 

 



b. Memo 
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Susunan dan bentuk memo 

1. Kepala 

Bagian kepala memo terdiri dari: 

a. Kop surat yang ditandatangani Gubernur dan Wakil 

Gubernur menggunakan lambang negara disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris. 

kop memo berisi tulisan nama lembaga dan di 

bawahnya ditulis nama unit kerja secara simetris 

dengan huruf kapital, 

kata memo ditulis secara simetris dibawah kop naskah 

dinas dengan huruf kapital, 

nomor, ditulis dengan huruf kapital secara simetris, 

kata Yth., ditulis dengan huruf awal kapital diikuti 

dengan tanda baca titik dua (:): dan 

kata hal, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti 

dengan tanda baca titik dua (:). 

2. Batang Tubuh 

Batang tubuh memo terdiri atas alinea pembuka, alinea 

isi, dan alinea penutup yang singkat, padat, dan jelas. 

3. Kaki 

Bagian kaki memo terdiri atas: 

a. nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya 

memo, 

nama jabatan pejabat yang menandatangani 

memorandum ditulis dengan huruf awal kapital pada 

setiap awal kata dan diakhiri dengan tanda baca koma 

3): 

tanda tangan pejabat, apabila menggunakan tanda 

tangan elektronik maka penempatan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan 

pada contoh susunan dan bentuk memo, dan 

tembusan (jika perlu), berada pada sisi kiri bawah 

margin dan diikuti dengan tanda baca titik dua (:). 

  

KARO |” KADIS 
HUKUM | ama 

Pi.SEKDA 
  

    
  - 
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Contoh susunan dan bentuk memo: 

  

  

Yth. Po nnanananannananannan nan an anna nana kan nana nana kakak ana kanan 

Hal To ngananaanenanaannnananannanangnnannonananannnnnnnanasasanganananan 

soo.coocoooooooooocco.anooooooocecc.ocooocooooococ.oooocooococococooooococoe. 

socoscocososococ.oococococcco(#(o(((ocomanssassasaguas sasa oococonocoo..aeenanononan 

secococomceccocoocococecanassssssssanasssococorocanan2.o.ocono.cocooconaneseu
nanana 

sococorecococococecenconeconnococococaococooococccoooooococo..cococococococo
con... 

scccoccocooococ.cocooccooomomocococomoooooooococoooocococc.coc.cococococeoceco
coeru. 

ccco.cocorcorcocconsansansasurssusasanunearerasennasuarureeranaananunarusanan 

srcoccacocoococoooooco(@#(o(ccamassassssassasasansanansaKunaKanacoKananeLaooK
agaoae 

ssccococoocooooocoooocooowoooocooooooooocomecoomooococecccc.co.ocooocomoc
.oc.. 

Tempat, tanggal, bulan dan tahun       

  

Gubernur Gorontalo 

Nama 

KARO KADIS 5 ai ASISTEN Pj SEKDA 
  

        CLAL kis   
 



  

x- 60 - 

  

  

  

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

DINAS PERHUBUNGAN 

Kompleks Perkantoran Provinsi Gorontalo Desa Ayula 

Kec. Tapa Kab. Bone Bolango 

MEMO 

NOMOR: ......L...... L... 

Tempat, tanggal, bulan, tahun 

Nama Jabatan 

Nama Pejabat 

Pangkat/Golongan 

NIP     

  

KARO | KADIS 
HUKUM 
  

        

Te 
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Disposisi 

Susunan dan bentuk lembar disposisi 

1. Kepala 

Bagian kepala terdiri dari: 

a. Judul lembar disposisi ditulis dengan huruf kapital dan 

simetris 

b. Asal surat, nomor surat, tanggal diterima surat,, tanggal 

diterima, nomor agenda dan sifat surat 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh lembar disposisi memuat perihal 

surat, diteruskan kepada pejabat sesuai disposisi pimpinan 

dan arahan dari pimpinan untuk tindak lanjut surat 

dimaksud. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. nama jabatan pimpinan yang memberi disposisi 

b. paraf dan tanda tangan 

c. nama lengkap pejabat yang memberi disposisi 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

e. Catatan diletakkan disebelah kiri bawah lembar disposisi. 

  

KARO | KADIS”! Nan! 
HUKUM | | ASISTEN | Sean |



  

SGP 

Contoh susunan dan bentuk disposisi 

  

  

  

Logo Daerah KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

LEMBAR DISPOSISI 

Surat dari Diterima tgl 
No. agenda 

No. surat Sifat : 
Tanggal surat : Sangat segera Segera 

—— Rahasia   
  

Perihal 

  

...ocooocrocrcororaruunssuuaan 

Diteruskan kepada Sdr : 

  

Dengan hormat harap : 

Tanggapan dan saran 

Proses lebih lanjut 

| Koordinasi/konfirmasikan 

ooooococeocococoroooooco.c.. 

  

Catatan : 

  Nama Jabatan 

Paraf dan tanggal 

Nama pejabat 

  

  
KARO | | HUKUM | ASISTEN Pj.SEKDA 

1 
  

  4         K 
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Naskah dinas Korespondensi Eksternal 

Susunan dan bentuk surat dinas yang ditandatangani 

Gubernur dan Sekretaris Daerah dan atau kepala OPD 

1. Kepala 

2 

3 

Bagian kepala surat dinas terdiri dari: 

a. 

Ff, 

kop surat dinas yang ditandatangani Gubernur dan Wakil 

Gubernur menggunakan lambang negara disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris, 

kop surat dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah dan pimpinan Opd menggunakan logo disertai 

nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris, 

nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf 

awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas, 

tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan 

atas sejajar/sebaris dengan nomor, 

kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama 

jabatan yang dikirimi surat, dan 

alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. 

Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea 

pembuka, isi, dan penutup. 

Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

diakhiri tanda baca koma, 

tanda tangan pejabat, apabila menggunakan tanda 

tangan elektronik maka penempatan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan 

pada contoh susunan dan bentuk surat dinas, 

nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital, 

stempel dinas, yang digunakan sesuai dengan 

ketentuan, dan 

tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat 

penerima (jika ada). 

  

KARO | KADIS 
HUKUM ASISTEN Pi.SPKDA 
  

      elok     
L | ' 
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Contoh susunan dan bentuk surat dinas pimpinan tertinggi 

  
  

GUBERNUR GORONTALO 

Nomor 3 pemaaaa ID eomaif ramai nama Tanggal,bulan,tahun 

buah 5 mevkesennean 

Lampirat £ so 

ra aa 

Y ti, menawan bawakan 

di 

ea (Alinea Pembuka) 

GE eni AS (Alinea Isi) 

Lina Mera man Be NAME NUN ana (Alinea Penutup) 

Nama Jabatan 

Tanda Tangan & stempel 

Nama Lengkap 

Tembusan : 

lo semena 

De AMAN aaMeNaKENNNNNNNNaN 

Di “Semok mesuR Oman 

Jalan ...... Nomor .....Provinsi ...... Kode Pos 

Telepon ................. Faksimile .......... Pos-el....... Laman ....... 

Kana KADIS ASISTEN | Pi.SEKDA 
  

        
  

   



  

seni una 

Contoh susunan dan bentuk surat dinas untuk sekretaris 

daerah dan pimpinan Perangkat Daerah 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

  

  

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo 

Telp...... Fax...... 

Nomor . wa Tanggal, bulan,tahun 

Sifat”: .ancooco#c#o##o#om 

Lamipirah- £ -cowewenpeseyssna 

Hal oo 3 20snsssoss 

NUR ai oem eta namamu Ula 

di 

Baen aa eM aa man Mao N Na Ra nana (Alinea Pembuka) 

PANEN AMAN APNEN ANN (Alinea Isi) 

MENANAM HA UNTRN UR N (Alinea Penutup) 

Nama Jabatan 

Tanda tangan & stempel 

Nama Lengkap 

Pangkat/Golongan dan NIP 

Tembusan : 

1. Gubernur Gorontalo 

  

KARO KADIS s 
HUKUM ASISYEN Pi YEKDA 
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4. Naskah dinas Khusus 

a. Instruksi 

Susunan dan bentuk instruksi 

1. Kepala 

Bagian kepala instruksi terdiri dari: 

a. kop instruksi yang ditandatangani sendiri 

Gubernur/Wakil Gubernur menggunakan lambang 

negara, yang disertai nama Pemerintah Daerah dengan 

huruf kapital secara simetris, 

kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain 

Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah 

menggunakan logo, yang disertai nama lembaga dengan 

huruf kapital secara simetris, 

kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang 

menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris, 

nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris, 

kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris, 

judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris, dan 

nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, 

yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan 

tanda baca koma secara simetris. 

2. Konsiderans 

Bagian konsiderans instruksi terdiri dari: 

a. kata Menimbang, yang memuat latar belakang 

penetapan instruksi, dan 

kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai 

landasan penetapan instruksi. 

3. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi. 

1. Kaki 

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, 

yang terdiri dari: 

a. tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan 

tanggal penetapan instruksi, 
  

KARO | KADIS | 
HUKUM | ASEAN 

Pj.SEKDA 
4 

  

    af     Fe 
 



  

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma, 

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan 

instruksi, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk instruksi, dan 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang 

ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan 

gelar. 

  

| KARO KADIS . 
| HUKUM ASISTEN Pi-SEKDA 
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Contoh susunan dan bentuk instruksi 

  

GUBERNUR GORONTALO 

INSTRUKSI GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR ....... TAHUN ............ 

TENTANG 

GUBERNUR GORONTALO 

Dalam Tang Kao mooomsmaa , dengan ini memberi instruksi 

Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai, 

2. Nama/Jabatan Pegawai, 

3. Nama/Jabatan Pegawai, 

Untuk |. Manan nngauns Ramuan 

PERTAMA KN aaNa ANN ANN MAAN NNNN ON ENNNE NN NAS aN NA PEN RAN KERAS man 

KEDUA 1 seen 

KETIGA : dan seterusnya 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di................ 

Pada tetipigal sa 

NAMA JABATAN, 

Tanda tangan dan Stempel 

NAMA LENGKAP 

  

KARO | KADIS 

  

        

HUKUM ASISTEN P3-SEKDA 

N sg K 
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b. Surat Edaran 

Susunan dan bentuk surat edaran 

1. Kepala 

Bagian kepala surat edaran terdiri dari: 

a. kop surat edaran yang ditandatangani Gubernur menggunakan 

lambang negara, dengan huruf kapital secara simetris, 

b. kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain 

Gubernur dan Sekretaris Daerah menggunakan logo, yang 

disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris, 

c. kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat 

edaran, 

d. tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang 

negara/logo lembaga, ditulis dengan huruf kapital serta nomor 

surat edaran di bawahnya secara simetris, 

e. kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat edaran 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan 

f. rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris di bawah kata tentang. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari: 

a. Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran, 

b. Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran, 

c. Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran, 

d. Peraturan perundang-undangan atau Naskah dinas lain yang 

menjadi dasar pembuatan surat edaran, dan 

e. Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak, 

f. Penutup. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang 

terdiri dari: 

a. tempat dan tanggal penetapan, 

b. nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan 

huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma, 

  

| KADIS | Asisran Pi.SEKDA 
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c. tanda tangan pejabat penanda tangan, apabila menggunakan 

tanda tangan elektronik maka penempatan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk surat edaran, 

d.nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan 

huruf kapital, dan 

e. stempel 

  

HUKUM 
KADIS 

ASISTEN Pi.SEKDA 
  

        K 
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Contoh susunan dan bentuk surat edaran 

  

3. dan seterusnya 

SURAT EDARAN 

NOMOR .... TAHUN..... 

TENTANG 

senusceccccowocecococ.ooococo.ccKarsssasanasssasasanaananaaassanana 

.0.cococoror.ccoocococooccccccoKaKKacunsusuasasasanuanununocococuuuceocoeuu 

sac.cccococooocococcococococcomamananauuusaanaanacanaaaasanaaaannna aan nuaa 

seceneaseaneresaaenaresuuneKesasunanuKanunasesuwunasanaKanasanaunanasasaanasannunasana 

or oerenceeesaenananeaaaaeeananananaaasanananaaaauaaaaaaananeaaaearaneaaanana 

poceconacococcoco.ccccoocorruucususasassanannassaasanunuanunsaKasaKunaauunsKuaaaaa 

sococococenuueruauareKanuraneesaneraenenunasesaKerununnuuaaaasooooneneKanasaancenuuuua 

...rooococooococccorcocomocomoananassaansanunaaaasasananananananansaKanaaa 

senve0etneeneananakesernanaannanunennneaKanananunanananaganumawanenananananaan una nna 

soc.ocoocorcoorcerasanasarununuKususcaKanuunanusanacoacenuanKacacoooocococmu 

NAMA JABATAN 

Tanda tangan dan stempel 

NAMA LENGKAP 

  

KARO | KADIS i . 
HUKUM | | ASISTEN Pi. SEKDA 

    

      ALE     | / N
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Surat Kuasa 

Susunan dan bentuk surat kuasa 

1. Kepala 

Bagian kepala surat kuasa terdiri dari: 

a.kop surat edaran yang ditandatangani Gubernur menggunakan 

lambang negara, dengan huruf kapital secara simetris, 

b.kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama lembaga, yang diletakkan 

secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital, 

Cc. judul surat kuasa, dan 

b. nomor surat kuasa. 

2. Batang tubuh 

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang dikuasakan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan 

tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak yang 

berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Apabila menggunakan tanda tangan elektronik 

maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat kuasa. 

  

  

  

| AsisgEN P:SEKDA | 

2      



  

Contoh susunan dan bentuk surat kuasa 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

BADAN KEUANGAN 

Jalan Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota 

  

  

Gorontalo 

SURAT KUASA 

NOMOR ...... Donna 2nnne shkan 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Si Mevovosetesannesei asn uosL TER EN NE Se NONA N STT 

Jabatan asalan ta ANA NA Ga ce 

Alamat PP enamel ban E ae Pen see oratenolenteteara date was L anatora naas Tatan 

Memberi kuasa kepada 

Nama Pe ena aan sean Pe On Naa aa One Lem Pa Ben ANN ana 

Jabatan 2 LE net ae ena an Naa sana Anna anna aa ae sa ane anu 

Alamat 2 aa natal mane Raman Nan MA RA kata 

Na aa Naa 

sococococeocececernnenuronuaununuununuKuKeauucaceoomucananunanunaanmananuun nun unununuusanununanan 

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Tempat, tanggal, bulan, tahun 

  

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa, 

Nama Jabatan, Nama Jabatan, 

Meterai 

Nama Lengkap Nama Lengkap 

Pangkat 

NIP. 

KARO KADIS i ASISTEN Pj.SEKDA 
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Surat Keterangan 

Susunan dan bentuk surat keterangan 

1. Kepala 

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari: 

a. kop surat keterangan, terdiri dari logo dan nama lembaga diletakkan 

secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital, 

b. judul surat keterangan, dan 

c. nomor surat keterangan. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang 

menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang seseorang 

yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan. 

. Kaki 

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, 

tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat 

surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan 

bawah. Apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan 

tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk surat keterangan. 

  
(KaRo KADIS Pan an ASISTEN Pj.SEKDA 
  

      ip If gp &    
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Contoh susunan dan bentuk surat keterangan 

  

GUBERNUR GORONTALO 

SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 1) eenesunere Kanan s ena en naa n Na Kanan ae an BP 2 

Jabatan : Gubernur Gorontalo 

dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama Ie mennbea nama iaanan aNKnhaAD ae Bea anna aa 

NIP maa 

Panekan Solo ngan: mepet MOMEN LEE ema maen anganas 

Jabatan Ia 

dan seterusnya 

nococoocerususeungenanasasanaanasosossoresecenuenerununerunuanenunuanuuuraa 

secaveceeneeneeenenaanenananaananuann aan eanenuauaseeeanesasaaaananananananananunan an 

soooocoeruerununuanenuaueenaKacencueococececuneneecasaKawananasenunuununnanunaKunuu 

Tempat, tanggal, bulan dan tahun 

Gubernur, 

Tanda tangan dan stempel 

  

Nama 

KARO | KADIS I 3 ea 
HUKUM | | ASISTEN Prakan 
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

Jalan Pangeran Hidayat II Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota 

Gorotalo Telp...Fax.. 

  

  

SURAT KETERANGAN 
NOMOR -... Pie esis 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama NN NN 

NIP. 3 ea ea 

Jabatan NP an 

dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama 

NIP. 

.oooooococoroccococococooocccrcocoroamx 

pococoncencerececeesereraraeneruauaanaaa 

Pangkat) Golotipati ' mewemn 

Jabatan s.cooooocooocoococoocooccccocococo.u 

s0cococorenuununanansananaasanasanacacengaKanananuuunanaaKasasasaanananungananananaaanasssosananua 

"ec oconecercecesasesesenanuanananKanusa sasa sasasasasasasaseKunasaKaunaansanannasasuasesaaaananuunuaa 

"...ooocorccooooooococasuuuuuuusuusussuususasasaasaasanununuKucacsasanusecacananaaKanunnaunaunauu 

sococecececesenanananaenunaKeKusanacaunesananananaanunanunuassuaKaKcasacenenaa 

senecocococococococoorcoocaoncucuanaauunasssasaneanaunanKanunusasasaserrasnasoaaanaKunannasnnanusaKa 

sooorcocerucenanusasasasanenanananaeenenasanasasasesKaseseKenaanennanaununasusesesasarunanaauuna 

Tempat, tanggal,bulan,tahun 

Pejabat pembuat keterangan 

Tanda tangan & stempel Lembaga 

Nama Lengkap 

Pangkat/Golongan dan NIP 

    
KARO | KADIS” | .otepps | Kn aa ASISTEN | Pj. SEKDA 
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Surat Panggilan 

Susunan dan bentuk surat panggilan 

1. Kepala 

Bagian kepala surat panggilan terdiri dari: 

a. kop surat yang ditandatangani Gubernur menggunakan lambang 

negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 

simetris, 

b. nomor, sifat, lampiran, dan hal diketik di sebelah kiri di bawah kop 

surat undangan intern, 

Cc. tanggal pembuatan surat diketik di 

sejajar/ sebaris dengan nomor, dan 

sebelah kanan atas 

d. kata Yth., yang ditulis di bawah hal diikuti dengan namajabatan, 

dan alamat yang dikirimi surat panggilan (jika diperlukan 

2. Batang tubuh 

Bagian batang tubuh panggilan terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 

a. Batang tubuh nama, hari, tanggal, waktu serta tempat untuk memenuhi 

panggilan. 

b. Nama, alamat dan tujuan pemanggilan 

3. Kaki 

Bagian kaki surat panggilan ditempatkan di sebelah kanan bawah yang 

terdiri dari: 

a. nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan 

huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda 

baca koma, 

b. tanda tangan pejabat yang memanggil, apabila menggunakan tanda 

tangan elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan 

bentuk surat panggilan, 

  

KARO 
HUKUM 

KADIS 
| PANEN Ta 

    MX       . 
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ne Tire 

Contoh susunan dan bentuk surat panggilan 

  

GUBERNUR GORONTALO 

Tempat,Tanggal, bulan,tahun 

Nomor 5 sig Pas Pewonnfrovaas 

Sifat 3 sae 

Lampiran? ococconknananaaananan 

Hal : Panggilan 

Yth. san. conan 

di — 

soo ooocococcococcccoccccoccocorocc#c(c#o( 

teneenunanenuuaeaaaanenaaaasaseawanacocececocoo.cowccomoccoco(Kc(#o(KcomKaunansuanununanusannann 

Tempat ama 

sococococesecececenasarerenenanesececenenanucenuruneuurunuKuuusuKuKuuseaconanaon 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian 

sepenuhnya. 

GUBERNUR GORONTALO 

NAMA 

  

(KARO BUKU | KANIS | ASIgTEN | Pigekoa 
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f. Surat pernyataan melaksanakan tugas 

Susunan dan bentuk surat pernyataan melaksanakan tugas 

1. Kepala 

Bagian kepala surat pernyataan melaksanakan tugas terdiri dari: 

a. 

d. 

. Batang tubuh 

kop surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani 

sendiri pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, 

yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris, 

kop surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani 

oleh pejabat selain pimpinan tertinggi daerah dan sekretaris daerah 

menggunakan logo, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital 

secara simetris, 

kata surat pernyataan melaksanakan tugas ditulis dengan huruf 

kapital dan simetris 

nomor 

Batang tubuh memuat nama, nip, jabatan, golongan pegawai yang 

memberi keterangan dan yang diberi keterangan serta dasar hukum 

yang menjadi dasar pemberian surat keterangan. 

Kaki 

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri 

dari: 

a. 

b. 

tempat, tanggal, bulan dan tahun 

jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf 

kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma, 

tanda tangan pejabat yang menandatangani surat, apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan tanda 

tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk keputusan, dan 

nama lengkap pejabat yang menandatangani surat, yang ditulis 

dengan huruf kapital, 

  

KARO KaDis | 
| HUKUM 

| ASISTEN Pi. SEKDA | 

re 
1
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Contoh susunan dan bentuk surat pernyataan melaksanakan tugas 

LOGO KOP NASKAH DINAS 
DAERAH PERANGKAT DAERAH 

  

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama | esa 

NIP naa aaum naa an mana 

Pangkat/ Golongan | kkt en ane eRame mn aRmeMaN Masa Aha 

Jabatan Pe aasysssn 

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama | Ne na sman 

NIP | Bea 

Pangkat/Golongan Naam asean taat anne N Baar an Kanaan anna 

Jabatan T. mwoenbokam osn np an senBKaan 

Yang diangkat berdasarkan Peraturan .................i.ooJe 

kanaananaan Nomor menanam ANANIN paca tentang ...terhitung 

Ie aosuen eneg Re neReba telah nyata melaksanakan tugas sebagai 

Baal Ba 

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan 

sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan /pegawai negeri sipil dan 

apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang 

berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian 

tersebut. 

Tempat,tanggal, bulan, tahun 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

  

  

  

| KARO | KaDISs | 2 an 2 
| (HUKUM | Maman mM Mal os “swt 
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g. Surat undangan 

Susunan dan bentuk surat undangan 

1. Kepala 

Bagian kepala surat undangan internal terdiri : 

a. kop surat undangan internal yang ditandatangani sendiri atau atas 

nama Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan lambang negara, 

disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris, 

b. kop surat undangan internal yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah dan pimpinan OPD menggunakan logo, disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris, 

Cc. nomor, sifat, lampiran, dan hal diketik di sebelah kiri di bawah kop 

surat undangan intern, 

d. tanggal pembuatan surat diketik di sebelah kanan atas 

sejajar/sebaris dengan nomor, dan 

e. kata Yth., yang ditulis di bawah hal diikuti dengan namajabatan, 

dan alamat yang dikirimi surat undangan intern (jika diperlukan). 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat undangan internal terdiri : 

a. alinea pembuka, 

b. isi surat undangan internal meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, 

dan acara, dan 

c. alinea penutup. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat undangan internal terdiri dari nama jabatan yang 

ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang 

ditulis dengan huruf awal kapital. Apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan 

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat 

undangan internal. 

ASISTEN Pj.SEKDA 
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Contoh susunan dan bentuk surat undangan 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
Jalan Jenderal Sudirman No. 81 Kota Gorontalo 

  

  

Telp Oki 

Nomor mag sewnf emel sasa Tempat,tanggal,bulan,tahun 

Sifat”? 

berapiran: £ coco. 

Hal Undangan 

Yth nenas 

di 

semena (Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ......................... 

Ean/tanggat & oom 

Waktu ! ana 

Tempat 1 aa 

Acara 3 enno bere ee aan ak aa 

Den nmn man NN asuh (Almea Pematap) smoc2m2an 

Nama Jabatan 

(Tanda Tangan & stempel) 

  

Nama 

Pangkat/Golongan 

NIP 

Tembusan : 

1. Gubernur Gorontalo 

2. Wakil Gubernur Gorontalo 

3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo 

an | 3 Dasexon | 
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Lampiran Surat ................ 

Nomer Suskanf asa 
Tanggal 3 ...cocooooooooooo. 

Nama Jabatan, 

(Tanda Tangan dan Cap 
Lembaga) 

Nama Lengkap   
  

KARO | KADIS . Kain ASISTEN Pj.SEKDA 

N17$ Ll 
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h. Surat izin 

Susunan dan bentuk surat izin 

1. Kepala 

Bagian kepala terdiri dari: 

a. kop surat dinas yang ditandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur 

menggunakan lambang negara disertai nama lembaga dengan huruf 

kapital secara simetris, 

b. kop surat izin yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan 

pimpinan OPD menggunakan logo, disertai nama lembaga dengan 

huruf kapital secara simetris, 

c. surat izin ditulis dengan huruf kapital dan simetris, 

d. nomor. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat izin memuat dasar pemberian izin dan 

kepada siapa izin diberikan. 

3.Kaki 

a. tempat dan tanggal penetapan, 

b. jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, 

dan diakhiri dengan tanda baca koma, 

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan surat izin, apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh 

susunan dan bentuk surat izin, dan 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani surat izin, yang ditulis 

dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 

  

KARO KADIS : 
HUKUM | e AEEAN Pj. Ta 
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Contoh susunan dan bentuk Surat izin 

Dasar 

Kepada 

Nama 

Jabatan : 

Alamat 

Untuk 

  

GUBERNUR GORONTALO 

SURAT IZIN 

NOMOR Bo samaan 

TENTANG 

ceocacococeranereeuueasunuunuunuanaunuKaKasanusanenunanunauanansanaoaana 

s0cococoooooocommununasusasasassausaanannanananaun anna nanas aaa 

o.ocococoocococacacananuasanuunuuuasunuKususaeKaneKacaeKane 

sooccccorcanc.ccocr.c#cooocoooocoocorccooocounasusansansana 

MEMBERI IZIN : 

#rorconearcecesanucesanansenenecununuuKeoeresunuauunuanaa 

nunuanununuuseauasaseKaauauaauunan una namanmunaKaKaKanuaauaau nan 

sena c.cococ.coocr#c#cawanununaansanasasanaKaseKanunanaaanaanana aa 

socccooccocoorcocococaranususasansansasansunuuuuKusasaasaKecaKa 

GUBERNUR GORONTALO 

  

  

NAMA 

| KARO | KaDis . : | mo . ASISTEN Pi.SEKDA 
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Contoh susunan dan bentuk surat izin perangkat daerah 

LOGO KOP NASKAH DINAS 

  

  

| DAERAH PERANGKAT DAERAH 

SURAT IZIN 

NOMOF £ on ne 222 222 DNAN 

TENTANG 

Dasar. £ Ko enam 

|» ANN EA 

Ce nama manan naa nannnnnan aa aa anna nana aa nana ana nana 

MEMBERI IZIN : 

Kepada 

Nama NN ANA AAA an SA TES 

Jabatan 0 ea BEE 

  

  

      
  

    

Nama Jabatan 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

Hukum | os JAsisran | Pisgkoa 

L / 
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i. Berita acara 

Susunan dan bentuk berita acara 

1. Kepala 

Bagian kepala berita acara terdiri dari: 

a. kop berita acara, terdiri dari lambang negara/logo dan nama 

lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital, 

b. judul berita acara, dan 

c. nomor berita acara. 

2. Batang tubuh 

Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari: 

a. tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para 

pihak yang membuat berita acara, 

b. substansi berita acara, 

c. keterangan yang menyebutkan adanya lampiran, dan 

d. penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat 

dengan sebenar-benarnya. 

3. Kaki 

Bagian kaki berita acara memuat tempat 

penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak 

dan para saksi. 

pelaksanaan 

  

KARO 
HUKUM 

KADIS | Asisten 
8 4 

| Pi-spKDA 
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Contoh susunan dan bentuk berita acara 

  

GUBERNUR GORONTALO 

BERITA ACARA 
NOMOR ....... (ono. mana nah 

Padan, so tenggat, DO Lasso se Nuca , kami masing- 

masing: 

Ia Pa na , yang selanjutnya disebut Pihak Pertama 

(memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat) 

NN PENA PEP ANE , selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah 

melaksanakan 

aa Kemana ANN Na MEN NN NN NN MANA AKAN SANA aNUNN ANN MEN AYA EKAN 

4. dan seterusnya. 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ....... Untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

  

Dibuat di.................. 

Pihak Kedua Pihak Pertama 

Gubernur 

Tanda Tangan Tanda tangan 

Nama 
Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

Mengetahui/ Mengesahkan 

Nama Jabatan, 

Tanda Tangan 

Nama 

Pangkat/Golongan e 

NIP Bgn | naa | ASISTEN Pi.SEKDA 
  

        kl k   
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j. Surat Pengantar 

Susunan dan bentuk surat pengantar 

1. Kepala 

Bagian kepala surat pengantar terdiri dari: 

a. 

b: 

€: 

d. 

e. 

kop surat pengantar, 

nomor, 

tanggal, 

nama jabatan/alamat yang dituju, dan 

tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris. 

2. Batang tubuh 

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri dari: 

a. nomor urut, 

b. jenis yang dikirim, 

c. banyaknya naskah/barang, dan 

d. keterangan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat pengantar terdiri dari: 

a. pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi: 

1) 

2) 

3) 

4) 

nama jabatan pembuat pengantar, 

tanda tangan, 

nama dan NIP, dan 

stempel jabatan/lembaga. 

penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi: 

1) 

2) 

3) 

1 

5) 

6) 

nama jabatan penerima, 

tanda tangan, 

nama dan NIP, 

cap lembaga lembaga, 

nomor telepon /faksimile, dan 

tanggal penerimaan. 

Apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan tanda 

tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh 

susunan dan bentuk surat pengantar. 

  

  

aa P | ASISFEN | Pi.SEKDA 
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Contoh susunan dan bentuk surat pengantar 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

DINAS KESEHATAN 

Jalan Pangeran Hidayat No. Kota Gorontalo 

  

  

Tanggal, Bulan, Tahun 

  

Ye ea 

SURAT PENGANTAR 

Nomor ..../...../...... Jana. 

No. Naskah | Banyaknya | Keterangan 
dinas/Barang | 

yang Dikirimkan | 
  

          
  

Diterima tangga... 

  

Penerima Pengirim 

Nama Jabatan, Nama Jabatan, 

Tanda tangan Tanda tangan & stempel 

Nama Lengkap Nama Lengkap 

Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan 

NIPE sarovewanewess PAP seocewoesaan 

No. Telepon 

KARO | KADIS f Hukum | | ASISTEN Pj.SEKDA 
  

        af obi   
  

L ,
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k. Pengumuman 

Susunan dan bentuk pengumuman 

1. Kepala 

Bagian kepala pengumuman terdiri dari: 

a. kop pengumuman terdiri dari logo dan nama lembaga, yang ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris, 

b. tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo lembaga, yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor pengumuman 

dicantumkan di bawahnya, 

c. kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris, dan 

d. rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris di bawah tentang. 

2. Batang Tubuh 

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri dari: 

a. alasan tentang perlunya dibuat pengumuman, 

b. peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman, dan 

c. pemberitahuan tentang hal tertentu. 

3. Kaki 

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang terdiri 

dari: 

a. tempat dan tanggal penetapan, 

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf 

awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma, 

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan, apabila menggunakan tanda 

tangan elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan 

bentuk pengumuman, 

d. nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital, dan 

e. stempel dinas. 

KARO | xapis | Ka 
HUKUM | . Na 

| 
! MA blk) 

| , 

Pj. SEKDA | 
4 

  

         



  

mag Dina 

Contoh susunan dan bentuk pengumuman 

  

NOMOR ..u.. / ..... IL uu. / ..u.u.. 

sebal adan anna samaan Knee aan EN KN DES 

aa ENE NAN NON NAN AN LN ARENA ANU NN men Bana MABA 

PAN Da MN NAMUN NT AAA NN UNA ANN KE AN NAN RU MN NARANGA NE Nn Ta Ba 

Naa UN MAU Nan Una an Kanaan SNN ONE Ana nea ade R 

PON aan Aa Pena NN NN NUN PEN ANN AMAN KN UN EN AO MENANAM NN NAK 

Lean aan Naa ANK NA Mau NAN NAN ANA SA SN NN NE RSA AND aa MA Naam 

Panama MnN KUN NN NANAH MN NAAM NA EME MAMA ORA KANAK MA EM SEN N BN 

Dane ian sena Nae menara Lae ana ANN ERaL NB EN Be SPN An amen UN e KEREN Ea an MUn an 

pen em ee Nar MN UNRI NP NAURA NN NN Bam NUNUKAN AN NN NN KUN ane UN Nana nana BEN 

aa an ane an aan en eOe an Mana ena aban nela Radha 

Dikeluarkan di 

Pada Tanggal ..............: 

Gubernur Gorontalo, 

Tanda tangan & stempel 

Nama 

  

KARO! KADIS . 
HUKUM ASISTEN Pi.SEKDA 
  

            si bit
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Sapta Marga Kompleks Perkantoran Botu 

Telp. ....Fax... 

  

  

PENGUMUMAN 

NOMOR ..... (en... onnan asam. 

TENTANG 

s0c.orococorarcesanserangasunaunsanaaansansssansasunaaKananusaKanacaKana 

...oocococoooococoooooccocooanunusuusasasaKunanauuanunuKuKocococococococcoocococ. 

o.oreocenecenccooococoooocorcaassssssasasasunaaaKananaKanaaanaauKasaKaKasamananananunanaaanaasasananoan 

socoov0coocooocococorcororrrunusasananassassenuanurenananaassssanesasanerurunenensensesanaKaKusuaseauauunaaaa 

soccer anunusasasasasananucunanuanuKanusususaacoococoococco.c.cco(ccc 

secoceoceocerenocenenenesenenaseKacanunaocuananasananaocacococococococomcomocooccoc@occ(c#ocanKanuususuaua 

soccer ocecerersarasasasasureseaneererenunsenesasusaKurunecerenunuasuauaKunasacananucunerunussusansaanaco. 

ococococororcerasucasasaKacauruecunuececacaceoeocoonececenucanencececucususanasanusanaa 

so.oocercenunanasesesesasesaaasesananeenanusaKaKusasaKasasacanaanaaaaaaaaasaaasaKasanoanecananasasasanaa 

socococeocecacanueseenenusenanaaneananasanaaKasunununuunenasesanancoenecurenunecenenuseseKanaaanuvanuunaaa 

Dikeluarkan di ............... 

Pada. Fanpigi Laos sso1 

Nama Jabatan 

Tanda tangan & Stempel Lembaga 

Nama Lengkap 

Pangkat/Golongan dan NIP 

  
KARO KADIS . HUKUM ASISTEN Pj.SEKDA 

PAP it 
  

           



l 
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Laporan 

Susunan dan bentuk laporan 

1. Kepala 

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf 

kapital dan diletakkan secara simetris di bawah kop unit kerja. 

. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh laporan terdiri dari: 

a. Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, 

serta ruang lingkup dan sistematika laporan: 

b. Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor 

yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang 

dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan, 

c. Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan, dan 

d. Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan/ 

permintaan arahan/ucapan terima kasih. 

3. Kaki 

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri dari: 

a. 

Di: 

tempat dan tanggal pembuatan laporan, 

nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan huruf 

awal kapital, 

tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk laporan, dan 

nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

  

KARO KADIS : 
| HUKUM | ! ASISTEN Pj.SEKDA 
| “     
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Contoh susunan dan bentuk laporan 

  

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

  

BAPPPEDA 
Jalan Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya 

Tel....Fax.... 

LAPORAN 

TENTANG 

A. Pendahuluan 

1. Umum/latar belakang 

2. Landasan Hukum 

3. Maksud dan Tujuan 

B. Kegiatan yang dilaksanakan 

C. Hasil yang dicapai 

D. Kesimpulan dan Saran 

E. Penutup 

Dibuat di ........J.sea 

Pada tatiggpk rc ssrrssine 

Nama Jabatan, 

Tanda tangan & stempel 

Nama 

Pangkat/Golongan 

NIP 

  

KARO KADIS 
HUKUM 

ASISTEN Pi. #EKDA 
  

  
          

t- 
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m. Telaahan staf 

Susunan dan bentuk telaahan staf 

ii Kepala 

Bagian kepala telaahan staf terdiri dari: 

a. judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah 

b. 

atas: 

uraian singkat tentang permasalahan. 

Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari: 

a. Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas 

tentang persoalan yang akan dipecahkan, 

Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, 

berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai 

dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan 

kejadian di masa yang akan datang, 

Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang 

merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan, 

Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap 

persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan 

kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang 

mungkin atau dapat dilakukan, 

Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang 

merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar, dan 

Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas 

dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi 

persoalan yang dihadapi. 

. Kaki 

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan 

Cc. 

d. 

huruf awal kapital, 

tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh 

susunan dan bentuk telaahan staf: 

nama lengkap, dan 

daftar lampiran (jika diperlukan). 

  

KARO |” KaDis 1 oo 
HUKUM | | EN sEKoa | 
  

    

| H 
| 
| 
l 

  srt



  

Contoh susunan dan bentuk telaahan staf 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 
JOla aaeweswowasel Tepi Fax..... 

  

  

I. Persoalan 

Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang 

persoalan yang akan dipecahkan. 

II. /“Praanggapan 

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data 

dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan 

merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang. 

II. Fakta yang mempengaruhi 

Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan 

landasan analisis dan pemecahan persoalan. 

IV. Analisis 

Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta 

terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan 

dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang 

mungkin atau dapat dilakukan. 

V. Kesimpulan 

Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan 

satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan 

persoalan yang dihadapi. 

VI. Saran 

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran 

tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. 

Nama Jabatan, 

Tanda tangan 

Nama 

3 angkat/ Golongan | Asisten | Pi SEKDA | 

NIP | | | (IT 7-Trt 
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n. Sertifikat 

Susunan dan bentuk sertifikat 

1. Kepala 

Bagian kepala sertifikat terdiri dari: 

a. kop sertifikat yang ditandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur 

menggunakan lambang negara disertai nama lembaga dengan huruf 

kapital secara simetris, 

b. Judul sertifikat dan nomor 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama penerima, NIP/NRP 

dan asal instansi 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, 

yang terdiri dari: 

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan sertifikat, 

b. nama jabatan pejabat penandatangan, 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk laporan, dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

  

KARO |” KADIS | aa matan | Bai ASISTEN Pj SEKDA 

Rf r 
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Contoh susunan dan bentuk sertifikat 

  

GUBERNUR GORONTALO 

SERTIFIKAT 
Nomor : 

Diberikan kepada : 

Nama BEAN KAMU NASA LAN NANA 

NIP romansa 

Instansi Po amannya 

Sebagai/Atas partisipasinya dalam ........ yang diselenggarakan ..... 

Oleh .....oooooore dari tanggal...... s.d .... bertempat di ..................... 

Tempat,tanggal, bulan dan tahun 

Gubernur Gorontalo 

Nama 

  

Ma 1. SANIS ASISTEN | Pj. SEKDA 

  
  

    CL kr       
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Oo. Piagam 

Susunan dan bentuk piagam 

1. Kepala 

Bagian kepala piagam terdiri dari: 

a. kop surat dinas yang ditandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur 

b. 

menggunakan lambang negara disertai nama lembaga dengan huruf 

kapital secara simetris, 

Judul piagam dan nomor 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama penerima, tempat 

tanggal lahir, NIP/NRP, jabatan dan asal instansi 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, 

yang terdiri dari: 

a. 

b. 

Cc. 

tanggal, bulan dan tahun pembuatan piagam, 

nama jabatan pejabat penandatangan, 

tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk laporan, dan 

nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

  

(KARO |  xapDis | : AE 
| wukuM | ke Pispxon | 

No elit i| 
  

       



  

“101 - 

Contoh susunan dan bentuk piagam 

  

GUBERNUR GORONTALO 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Gubernur Gorontalo, dengan ini memberikan penghargaan kepada : 

Nama | sa ea 

Tempat/Tanggal lahir: ooooooocomooooooswawuwua 

NIP "See engan 

Jabatan Aan aaaan antam Menanam mama abah 

Instansi 3 Sanata EA Mens KAN TEE ER EMS 

socococecesenenenanenesarenesecareraunarenunesusanaenaooeerenuneceuceconoeneaaasaaaaaananananana 

sococevecenserocenenesesenereneaoeoneneanenena 

Tempat, tanggal, bulan, tahun 

  

Gubernur Gorontalo 

Nama 

KARO KADIS ASISTEN i.SEKDA HUKUM : FS 
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p. Susunan dan bentuk surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) 

1. Kepala 

Bagian kepala surat terdiri dari: 

a. kop surat yang ditandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur 

menggunakan lambang negara disertai nama lembaga dengan huruf 

kapital secara simetris. 

b. Kop surat yang ditandatangani Kepala Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia atas nama Gubernur Gorontalo 

menggunakan logo daerah di sebelah kiri atas surat. 

c. Judul surat dan nomor 

2. Batang Tubuh 

a. Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama penerima, tempat 

tanggal lahir, NIP/NRP, jabatan, pangkat/golongan ruang, asal 

instansi dan kualifikasi. 

b. Pas foto peserta ukuran 4x 6 cm 

c. Agenda pembelajaran 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang 

terdiri dari: 

a. tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat, 

b. nama jabatan pejabat penandatangan, 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk laporan, dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

  

|” KARO KADIS . | : 
| HUKUM ASISTEN Pi. JEKDA 

    

    i7ikit   
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Contoh susunan dan bentuk surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) 

    

   

    

GUBERNUR GORONTALO 

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

NOMOT 5 Kasusi Pinkan Perawan Y Ssosesataata 

Gubernur Goron Klo berat KE sn NN , dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa : 

Kn Nama Tn innkemaaesanenwenuaaMOna 

Pas Foto Tempat/tanggal lahir — : Loco T enuseswnsanwengnemcan 
4x6 cm NIP / NRP 2 ANA ET NUN ANA AKUR 7 KAA AKA NAN RU alan 

Pangkat/ Gol.Ruang | ea 

Na Jabatan Ian 

Instansi 3 Beraneka mM 

Kualifikasi bean oran Panama 

LULUS 

Pada pendidikan dan pelatihan .................... Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Provinsi Gorontalo di ...... dari tanggal......... sampai dengan ........... yang Meliputi seoocooc.ooocoo 

Tempat, tanggal, bulan, tahun 

GUBERNUR GORONTALO 

Nama 

“KARO | KADIS 
Ia, | ae Pj. SEKDA 

ef Fe 
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Bagian belakang STTPP 

AGENDA PEMBELAJARAN 

TEMA 

Umum (ditentukan Badan - Diklat Jeena angan 

Khusus (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat) 

CecennenununnaneansetanennenanenasansanennananeananaaKa aras ngananeKrassanaananeunanansasaa na nanannannnnanakre Kana nana nana naanantannunua 

soceneununesanganananenunananenaanasruananaaunnnsanesan naa anonsanasnusenganasanansasananan una na nana naa nasanunananang nana nana nanas sana 

tanggal, bulan dan tahun 

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Nama Pejabat 

Pangkat/ Golongan 

NIP. 

  

KARO KADIS . 
HUKUM ASISFEN Pj.SEKDA 
  

          Pp w   
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O. Radiogram 

Susunan dan bentuk radiogram 

1. Kepala 

Bagian kepala radiogram terdiri dari: 

a. Judul formulir berita ditulis dengan huruf kapital dan simetris 

b. Nomor registrasi 

Panggilan, jenis, nomor dan derajat O 

d. Asal surat, tujuan surat dan tembusan 

e. Klasifikasi surat 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh formulir berita berisi materi atau berita yang 

disampaikan kepada tujuan surat. 

3. Kaki 

Bagian kaki formulir berita , yang terdiri dari: 

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat ditempatkan disebelah 

kanan bawah surat 

b. nama, jabatan, tanda tangan pejabat penanda tangan diletakkan 

disebelah kiri bawah surat, 

Cc. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk laporan, 

  

KARO | KADIS I an ' urua | ASISTEN Pj. SEKDA 

J
0
   

      Sk k   
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Contoh bentuk dan susunan radiogram 

  

GUBERNUR GORONTALO 

FORMULIR BERITA 

Registrasi no : ............. 
  

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT 
  

      
  

  
DARI 2 menannetpek aa Pena tan er AN SAN N AN An mena Eman Dinas 

UNTUK Neni Sila 

TEMBUSANG musa 
  

KLASIFIKASI : SEGERA 

  

Nomor | aa 

Ie aNkaa Dale BER EA AENTNN SET N NEK ON Nana KMA 

NN NN ANN ANU UNO KN TTK DUA 

ANTA 0 TAN LAN MN ANN AKKUNNNNNNNENAN NN ANN AN HENNA NN SN MU 

NAN NP PPA NINA PA NA AN ANA AN NN TTK KMA 

PBB "PER ini me men saban am memasamNa ane raMa kamen TTK 

KEK TTK KMA 

CCC TTK DUM TIK HABIS 

Tanggal waktu pembuatan ...... 

Waktu Lalu Paraf 
  

No KodelTerima | Kirim | Lintas (Operator 
  

Pengirim 

Nama 

Tanda tangan :             
      ' 

1 | ASISTEN j.SEKDA | HUKUM | PiSI 
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r. Rekomendasi 

Susunan dan bentuk rekomendasi 

1. Kepala 

Bagian kepala surat terdiri dari: 

a. kop surat yang ditandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur 

menggunakan lambang negara disertai nama lembaga dengan huruf 

kapital secara simetris. 

b. Judul surat dan nomor 

2. Batang Tubuh 

Batang tubuh rekomendasi hendaknya terdiri dari: 

a. alasan tentang perlunya dibuat rekomendasi, 

b. peraturan yang menjadi dasar pembuatan rekomendasi, dan 

c. pemberitahuan tentang hal tertentu terkait rekomendasi 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang 

terdiri dari: 

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat, 

b. nama jabatan pejabat penandatangan, 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik 

maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk laporan, 

dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

e. tembusan diletakkan disebelah kiri bawah surat rekomendasi 

  

 



  

- 108 - 

Contoh susunan dan bentuk rekomendasi 

  

GUBERNUR GORONTALO 

REKOMENDASI 

a. Dasar ii naat ena aa RN ANA Ona a NA KAMAR Ona matan 

b. Menimbang. 2 mean eek kian 

Gubernur Gorontalo, memberikan rekomendasi kepada: 

a. Nama/obyek : 

b.. Jabatan/ Tempat/ Identitas meses sama 

#0ccocooomanunanunasanananaaannananunuauaunanasoKununan 

pococo4oceocareceocesewevenganesasananganerusunanauasusaauenanananeKunaneneeeennaunasaKenaranKenesasananane 

so.cooococooocococorrssununusuususunsasssauanuuaaasaasasasanunuanaaaaasananananuan ana aasaKuKunauanesanana 

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. 

Tempat, tanggal, bulan dan tahun 

Gubernur Gorontalo 

Nama 

Tembusan : 

1. Gubernur Gorontalo 

  

KARO | KADIS 
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s. Lembaran Daerah 

Susunan dan bentuk lembaran daerah 

1. Kepala 

Bagian kepala lembaran daerah terdiri dari: 

a. judul lembaran daerah dan diletakkan secara simetris di tengah 

atas, 

b. Nomor, seri dan tahun 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh lembaran daerah berisi nomor dan nama 

peraturan dan nomor , tahun, seri dan tanggal peraturan 

diundangkan. 

3. Kaki 

Bagian kaki lembaran daerah ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. nama jabatan penandatangan lembaran daerah, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital. 

b. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk 

lembaran daerah. 

c. nama pejabat penandatangan ditulis dengan huruf kapital. 

  

| KARO KADIS . 
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Contoh susunan dan bentuk lembaran daerah 

KOP NASKAH DINAS 
LOGO . ., | PERANGKAT DAERAH 

DAERAH 

Nomor ........... Tahun .......... Seri .... Nomor ....... 

NOMOT ? Lo... 

TENTANG 

Sekretaris Daerah, 

Nama 
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t. Berita daerah 

Susunan dan bentuk berita daerah 

1. Kepala 

Bagian kepala berita daerah terdiri dari: 

a. judul berita daerah dan diletakkan secara simetris di tengah atas, 

b. Nomor, seri dan tahun 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh berita daerah berisi nomor dan nama peraturan 

kepala daerah, nomor , tahun, seri dan tanggal peraturan 

diundangkan. 

3. Kaki 

Bagian kaki berita daerah ditempatkan di sebelah kanan bawah, 

yang terdiri dari: 

a. nama jabatan penandatangan berita daerah, yang ditulis dengan 

huruf awal kapital, 

b. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk berita 

daerah 

Cc. nama pejabat penandatangan ditulis dengan huruf kapital. 

  

! KARO KADIS 
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Contoh susunan dan bentuk berita daerah 

  

( toco AA KOP NASKAH DINAS 
| | PERANGKAT DAERAH 
| DAERAH | @ 
Me aa Bem 

BERITA DAERAH .... io... 

Nomor ........... Tahun .......... Seri .... Nomor ....... 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO/KEPUTUSAN GUBERNUR 

GORONTALO 

NOMOT : oo ———.K... 

TENTANG 

Diundangkan dalam lembaran daeraki.ooooooooooooccowisewsi 

Nomor ..... Tahun .... 

Seri... 

KAN OAL en cwwsissma 

Sekretaris Daerah, 

Nama 

...... 

  
KARO | KADIS 
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u. Notula 

Susunan dan bentuk notula 

1. Kepala 

Bagian kepala notula terdiri dari: 

a. Kop surat yang ditandatangani kepala organisasi perangkat daerah 

menggunakan logo daerah disebelah kiri atas surat. 

b. Notula ditulis huruf kapital dan simetris. 

Cc. Hari/tanggal, waktu dan acara sidang/rapat 

d. Peserta sidang/rapat 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh notula memuat tentang catatan tentang semua 

hasil pembahasan dalam sidang/rapat. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang 

terdiri dari: 

a. pimpinan rapat 

b. nama jabatan pejabat penandatangan, 

c. tanda tangan, dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital, pangkat dan NIP 

  

KARO | “KADIS OT on Tg 
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Contoh bentuk dan susunan notula 
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

  

DINAS PERHUBUNGAN 
Jalan sie awas Telpinnn PAK sesssssaa 

NOTULA 

Sidangjiapak oo It EN 

Harytanppah oo oo Ot atas 

SiuratUrdangah. oo Iv ana 

Waktu Ssidanp/Rapat. XM ea aNN Mana 

Acara NAK EANNNN PALA EN ETTAN KAMERA ENAK 

In Lea ea Nan ama Nan NNNAN NTB UNNNaNNnU NAN 

Pimpinan sidang/rapat 

Ketua mean 

Sekretaris 2 naa 

Pencatat SI an owanan 

Peserta sidang/rapat 

Kegiatan sidang/rapat 

3. dan seterusnya 

4. Penutup 

poco ooooroc”orococrro. 

..——onuusunenanananana 

..orcorcocoococoror.. 

2. dan seterusnya 

(disesuaikan dengan kondisi kegiatan 

dan Apa ea aa RS 

PIMPINAN SIDANG/RAPAT 
NAMA JABATAN, 

Nama 

Pangkat/Golongan 

NIP. 
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v. Surat perjanjian 

Susunan dan bentuk perjanjian dalam negeri 

1. Kepala 

Bagian kepala terdiri dari: 

a. lambang negara (untuk pejabat negara) diletakkan secara simetris, atau 

logo (untuk nonpejabat negara) yang diletakkan di sebelah kanan dan 

kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga, 

b. judul perjanjian, c. 

nomor. 

. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, 

antara lain tujuan kerjasama, ruang lingkup kerjasama, pelaksanaan 

kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal 

lain yang menjadi kesepakatan para pihak. 

Kaki 

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para 

pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), 

dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh 

susunan dan bentuk perjanjian kerja sama dalam negeri. 

  

| karo 
| HUKUM 

KADIS | ASISTEN Pj.s EKDA 
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Contoh susunan dan bentuk surat perjanjian antar lembaga dalam negeri, 

untuk Pejabat Negara 

  

PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA 

DAN 

TENTANG 

NOMOR sewu aa 

NOMOR “na... ion on anna an nnnnnanannnnnaana. 

Pada hari tanggal........ bulan.....tahun....... bertempat di .............o. 

yang bertanda tangan di bawah ini : 

Ie meemumenmumeaaaaMaaen 2 semmaweneneweee selanjutnya disebut sebagai pihak I 

SNN EA Ti meemungewnesdan selanjutnya disebut sebagai pihak II 

bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang ................. yang 

diatur dalam ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 

TUJUAN KERJA SAMA 

#0ocococoocococococooooccocooarusanasuasussssanaanaaunsanasususaasanaaasenaneesasanaasunuauaaunaaauaunusanan 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP KERJA SAMA 

so.oocococorocooororooooocaranasssususuusansanananasasaasaKanananananaauaasasanunasuaasananKaKasaKanunananaaa 

Pasal 3 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

socococeocenceceranusenanesenananaaaaaaaaKasarunanaunaaaaaasasasanunanununaanaaaasasanananananaaaaaanaaaaa ana 

  

tas na | Asigren | Pi.SEKDA 
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Pasal 4 

PEMBIAYAAN 

soceocacocococococococecococococcococoocoooccooacocKKarsasssanaanasanusancsasaansacanaconooonnana.
. 

Pasal 5 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

sacocomococcccocoocccococc(cccaKrsasassususunsssssssssasanananaasanasasenanesacasascocananeananunaaa 

(1). Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau 

force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat 

dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua 

belah pihak. 

(2). Yang termasuk Force Majeure adalah : 

a. bencana alam 

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter 

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan 

(3). Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama 

diatur bersama kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua 

Pasal 7 

PENUTUP 

Pihak 1 Pihak II 

Nama Jabatan Nama Jabatan 

Tanda tangan Tanda tangan 

Nama Nama 
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BAB II 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

A. Penomoran Naskah dinas 

1. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas pengaturan 

(peraturan perundang-undangan): 

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO 

NOMOR ssasewei TAHUN..ooici 

..cocooococoocorconr.mocococc.cccoc#onanauuunanan 

soocococeocececenenasanasasasasanusasaKasusasaaanaaaa 

2. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penetapan 

(Keputusan): 

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR .......... Penuaan oran 

TENTANG 

ocococeocecererununcununanunsaaeuuu 
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3. Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah dinas penugasan: 

SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS 

NOMOR 000.1.2.3/Arpus/254/IV/2022 

Keterangan: 

000.1.2.3 : Kode Klasifikasi, 

Arpus : Identitas OPD 

254 : Nomor Agenda, 

IV : Bulan ke- 4 (April) 

2022 : Tahun terbit 

1. Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah dinas korespondensi internal 

dan Eksternal 

Nomor: R.000.7.1.1/Bappeda/050/11/2022 

Keterangan : 

B : Kategori Klasifikasi Keamanan yang bersifat Biasa 

000.7.1.1 : Kode Klasifikasi 

Bappeda : Identitas OPD 

050 : Nomor Agenda 

N : Bulan 

2. Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah dinas korespondensi 

internal (nota dinas): 

Nomor: 190/000.5/X1/2022 

Keterangan: 

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun kalender 

000.5 : Kode Klasifikasi 

XI : Bulan Ke-11 (November) 

2022 : Tahun 2022 

  KARO” | KADIS ASISTEN Pi SPKDA 
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B. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah dinas Jabatan. 
pe
m 

a. 

. Kop Naskah dinas jabatan menggunakan: 

Lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris 

dibawahnya bertuliskan Gubernur, dengan huruf 12, dan ditempatkan 

dibagian tengah atas untuk Naskah dinas Pengaturan dan Penetapan. 

Lambang negara berwarna kuning emas 2,5 cm simetris dibawahnya 

bertuliskan Gubernur/Wakil Gubernur, dengan huruf 12, ditempatkan 

dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama provinsi, 

nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan 

menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan dibagian tengah 

bawah untuk Naskah dinas selain Naskah dinas pengaturan dan 

penetapan. 

Dalam hal Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas 

nama Gubernur, menggunakan Kop Naskah dinas yang memuat Lambang 

Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang 

ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris. 

Contoh Kop Naskah dinas Jabatan Gubernur 

  

GUBERNUR GORONTALO 

Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, Gorontalo 

Telepon (0435) ......... Faksimile (0435), Laman .......... 

Contoh Kop Naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur 

  

WAKIL GUBERNUR GORONTALO 

Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, Gorontalo 

Telepon (0435) ......... Faksimile (0435), Laman .......... 
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1. Kop Naskah dinas Perangkat Daerah 

a. Perbandingan huruf pada kop Naskah dinas antara tulisan nama 

Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 

menggunakan huruf Arial. 

b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (hold). 

Contoh: 

  

DINAS PANGAN 

  

  

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

Jalan Pangeran Hidayat No... Kota Gorontalo 

    

3. Bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan atribut 

tertentu. 

Susunan dan bentuk Naskah dinas dapat ditambahkan atribut tertentu 

sesuai dengan karakteristik atau kebijakan tiap Lembaga Negara dan 

Pemerintah Daerah. 

Contoh: 

  

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

DINAS KESEHATAN 

Jalan Pangeran Hidayat No. Kota 

Gorontalo 

  

o GERMAS 
Ss Hisap Seat 

  
Contoh 1. Penggunaan logo GERMAS pada Naskah dinas Kesehatan 

C. Bentuk dan spesifikasi stempel jabatan 

Bentuk dan spesifikasi cap jabatan dengan lambang negara adalah sebagai 

berikut. 

1. Cap jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari 

R1 - 18,5 mm, R2 - 17,5 mm, dan R3 - 13,5 mm. Tebal garis lingkaran 

R1 - t0,8 mm, R2 -R3- t0,2 mm. 
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2. Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, 

di bagian atas tercantum tulisan nama jabatan Gubernur yang ditulis 

dengan huruf kapital Sedangkan di bagian bawah untuk 

kementerian/lembaga tercantum tulisan Republik Indonesia dan untuk 

pemerintah daerah tercantum tulisan nama daerah Gorontalo. 

Pada lingkaran ketiga, terdapat lambang negara burung garuda dengan 

ukuran 18 X 19 mm. Di antara kedua tulisan tersebut diberi tanda berupa 

bintang segi lima dengan ukuran sesuai huruf. 

Contoh : 

  

D. Bentuk dan spesifikasi stempel lembaga 

Bentuk dan spesifikasi cap lembaga dengan logo adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 - 18,5 mm, 

t 0,8 mm R2 - 17,5 mm, dan R3 - 13,5 mm. Tebal garis lingkaran R1 

dan R2 -R3- # 0,2 mm. 

2. Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, 

di bagian atas tercantum tulisan nama kementerian/ lembaga/ 

pemerintah daerah. Pada lingkaran ketiga, terdapat logo dengan ukuran 

24,5 X 24,5 mm. Di antara kedua tulisan tersebut, diberi tanda berupa 

bintang segi lima dengan ukuran sesuai dengan huruf. 

Contoh: 

Ri Nama Instansi 

  
R3 Logo Instansi 
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Stempel Pengamanan Naskah dinas 

Stempel Pengamanan Naskah dinas digunakan sesuai dengan tingkat 

keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah dinas. 

Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus 

dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel 

Pengamanan Naskah dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 

5 cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan “Sangat Rahasia” dan “Rahasia”. 

  

  

  

SANGAT RAHASIA RAHASIA 

        

  

Ketentuan Stempel. 

1 

2 

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Gubernur. 

Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah adalah 

Kepala Perangkat Daerah, Kepala lembaga lainnya dan Kepala Unit 

pelaksana teknis dinas. 

. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel 

jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan 

pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan. 

Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel 

Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan 

ketatausahaan pada pada Sekretariat Perangkat Daerah. 

. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan 

dengan keputusan kepala perangkat daerah. 

Biro/Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas 

pengadaan stempel. 
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G. Amplop dan Map 
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1. Bentuk dan susunan amplop Naskah dinas Jabatan 

  

4 
GUBERNUR GORONTALO 

Jalan Sapta Marga Kota Gorontalo (Kode pos) 
Telepon (0435)...... Faksimile (0435).... 
  

  
Nomor: ....M.... dia 

    

2. Bentuk dan susunan amplop Naskah dinas Perangkat Daerah 

    

ASISTEN Pj.SEKDA 
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3. Bentuk dan susunan map Naskah dinas jabatan Gubernur 

  
  

4 as 
IK Sa 5 

Te 

GUBERNUR 
GUBERNUR 

MOHON TANDA TANGAN 

            

4. Bentuk dan susunan map Naskah dinas jabatan pimpinan Perangkat 
Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi 

  

  

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

SEKRETARIS DAERAH 

      
  1 
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5. Bentuk dan susunan map Naskah dinas Perangkat Daerah 

  

  

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

SEKRETARIAT DAERAH 

BIRO UMUM 

Jalan Sapta Marga Kota Gorontalo (Kode Pos) 

Telepon (0435)....Faksimile (0435) .....       

H. Paraf 

1. Paraf hierarki 

Contoh paraf hierarki 

  

PARAF HIERARKI 
  

KEPALA BIRO/JABATAN 

PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
  

KABAG/ADMINISTRATOR/JF 
  

KASUBAG/PENGAWAS/JF 
  

PELAKSANA         

2. Paraf koordinasi 

Contoh paraf koordinasi 

  

PARAF KOORDINASI 
  

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
  

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
  

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
  

Dst       
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BAB III 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

A. Watermarks 

Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau 

lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari 

belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas. 

Pemerintah Provinsi Gorontalo menggunakan watermarks sebagai security 

printing dengan gambar logo Provinsi. 

Contoh: 

    KARO | KADIS 
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BAB IV 

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

A. Kewenangan Penandatangan 

Ll. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas 

antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang 

bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada Gubernur. 

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak 

bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan 

kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di 

Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan. 

Penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah dinas 

dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan 

sebagai berikut: 

a) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan 

penandatanganan Naskah dinas tentang rencana strategis dan 

operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan 

kerja di instansi masing-masing. 

b) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat 

memperoleh penyerahan /pelimpahan wewenang dan penandatanganan 

Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

sesuai dengan bidang masing-masing. 

c). Kewenangan penandatanganan Naskah dinas di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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peraturan daerah, 
peraturan gubernur, 
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aa.surat tan 

dan pelatihan 

DALAM JABATAN | 

instruksi, 

surat edaran, 

surat dinas, 

surat keterangan, 

. surat izin: 

surat perjanjian, 

surat perintah, 
surat tugas, 

surat kuasa, 

. surat undangan, 
surat pernyataan melaksanakan 

surat panggilan, 
nota dinas, 
lembar disposisi 
pengumuman, 

rekomendasi, 

radiogram, 
kriptogram, 

. berita acara, 

. sertifikat, dan 
da tamat pendidikan   
ATAS NAMA GUBERNUR 
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surat dinas, 

surat keterangan, 
surat izin, 

surat perintah, 

surat tugas, 
surat pernyataan 
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tugas, | 
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lembar disposisi, 
laporan, 
rekomendasi, dan 
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surat edaran, 

surat dinas, 

surat keterangan, 
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JABATAN | DALAM JABATAN | ATAS NAMA GUBERNUR 

| SEKRETARIS DAERAH a. surat dinas, | a. keputusan, 

| b. surat keterangan, | b. surat edaran, 
| c. surat izin, | c. surat dinas, 
| d. surat perintah, | d. surat keterangan, 

| e. surat tugas, | e. surat izin, 

| | f. surat perjanjian, | f. surat perintah, 
g. surat perjalanan | g. surat tugas, 

dinas, | h. surat perjanjian: 
h. surat kuasa, | i. surat undangan, 

| i. surat undangan, | j. surat pernyataan 
| j. surat pernyataan melaksanakan tugas, 
| melaksanakan tugas, | k. surat panggilan, 

k. surat panggilan, LL nota dinas, 
Il. nota dinas, | m. pengumuman, 

| | m. lembar disposisi, | n. radiogram, 

| | n. telaahan staf: | 0. berita acara, 

| | 0. pengumuman, | p. piagam, 
| p. laporan, | g. sertifikat, dan 
| g. rekomendasi, | r. surat tanda tamat 

r. surat pengantar, | pendidikan dan 
s. lembaran daerah, | pelatihan 
t. berita daerah: | 
u. berita acara, | 

v. notula: | 
w. memo: | 

x. daftar hadir, dan 

y. sertiftikat 

JABATAN | DALAM JABATAN | ATAS NAMA SEKRETARIS 
| - DAERAH 

ASISTEN a. nota dinas, |a. surat dinas, 

b. lembar disposisi, | b. surat keterangan, 
c. telaahan staf, | c. surat perintah, 

| d. laporan: | d. surat tugas: 
| e. surat pengantar, e. surat perjalanan dinas 
| f. notula: dan |f. surat undangan, 
| &. memo |g. surat panggilan, 

| |h. nota dinas, 

| Ii. laporan, 
| |j. surat pengantar, dan 
| |k. daftar hadir 

0000 JABATAN | DALAM JABATAN 
STAF AHLI |. 2. telaahan staf, 

b. laporan, dan 

c. nota dinas 
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KETERANGAN 

GUBERNUR | 

KEPALA a. surat dinas, a. keputusan, | - Kepala Perangkat 
PERANGKAT b. surat b. suratedaran) | Daerah atas 
DAERAH keterangan, |c. surat dinas, | nama Gubernur 

c. surat perintah,  d. surat | menandatangani 
d. surat izin, keterangan, | Naskah dinas 

| e. surat e. suratperintah, | dalam bentuk 
| perjanjian: f. surat | susunan produk 
| f. surat tugas, | undangan, | hukum 

g. surat |g. sertifikat, dan | Keputusan 
perjalanan h. pengumuman | Gubernur berupa 
dinas, penetapan dan 

h. surat kuasa, | pengaturan 
I. surat | |. teknis 

undangan, | | operasional 
j- surat | substansi 

pernyataan | instansi 
melaksanakan | - Penandatanganan 
tugas, Naskah dinas 

k. surat oleh Kepala 
panggilan, Perangkat 

Il. nota dinas, Daerah atas 

| m. lembar nama Gubernur 
| disposisi, | berupa surat 

n. telaahan staf: | edaran hanya 
Oo. pengumuman, | terkait 
p. laporan, pengaturan 
g. rekomendasi, teknis 

r. beritaacara, | operasional 
s. memo, substansi 
t. daftar hadir, | | instansi 

dan | - Untuk Setwan 
u. sertifikat dapat 

| | menandatangani 
| semua Naskah 
| dinas sesuai 
| dengan 

kewenangan 
|. Kepala Perangkat 

| Daerah kecuali 
| | sertifikat 

| | - Khusus untuk 
Kepala Perangkat 

Daerah yang 
| membidangi 

urusan 
pendidikan dan 
pelatihan juga 
dapat 

| | menandatangani 
| | radiogram, 

| piagam, surat 
| tanda tamat 
| pendidikan dan 
| pelatihan atas 
| nama Gubernur 
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA SEKRETARIS 

DAERAH 

KEPALA BIRO a. surat dinas: a. surat dinas, 

b. surat keterangan, b. surat keterangan, 
c. surat perintah, c. surat perintah, dan 

d. surat izin, d. surat undangan 
e. surat perjanjian, 
f. surat tugas, 

| g. surat perjalanan dinas, | 
| h. surat kuasa, 
| i. surat undangan, 

J. surat pernyataan 

melaksanakan tugas, 
k. surat panggilan, 

Il. nota dinas, 

m. lembar disposisi, 

n.telaahan staf: 

Oo. pengumuman, 

p. laporan, 
g. rekomendasi, 

r. berita acara, 

s. memo, 

t. daftar hadir, dan 

u. sertifikat 

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KETERANGAN 

KEPALA 

DINAS/BADAN 

KEPALA UNIT a. surat dinas, a. surat dinas, Untuk Kepala 

| PELAKSANA b. surat perintah, | b. surat badan layanan 
| TEKNIS Cc. surat tugas, keterangan, umum daerah 

DINAS/KEPALA |d. surat Cc. surat perintah, | dapat 
BADAN LAYANAN perjalanan d. nota dinas, menandatangani 
UMUM DAERAH dinas, e. berita acara, | semua Naskah 

e. surat kuasa: f. daftar hadir, dinas sesuai 

f. surat g. instruksi, dan | dengan 

undangan, h. surat edaran jabatannya, 
g. surat | kecuali Naskah 

pernyataan | dinas yang 
melaksanakan ditandatangani 
tugas, atas nama Kepala 

h. surat Dinas/Badan. 

panggilan, 
i. nota dinas, 

j- lembar 
disposisi, 

k. telaahan staf: 

l pengumuman, | 

m. laporan, | 
n. rekomendasi, 3 

Oo. berita acara, 

p. memo, dan 

g. daftar hadir 
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JABATAN DALAM JABATAN | ATAS NAMA KEPALA 
PERANGKAT DAERAH 

  

  
SEKRETARIS 

PERANGKAT DAERAH 
surat dinas, 

nota dinas, 

laporan, 
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surat keterangan, 
surat perintah, 
surat kuasa, 

surat undangan, 

lembar disposisi, 
telaahan staf, 

daftar hadir 
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surat keterangan, 
surat perintah, 
surat undangan, 
nota dinas, 
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KEPALA 

PERANGKAT 
DAERAH 
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surat perintah, 

nota dinas, 

lembar 

disposisi, 
telaahan staf: 

laporan, dan 

daftar hadir 
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| Penandatanganan 
| surat dinas untuk 
komunikasi 

eksternal 
| diutamakan untuk 
| dilakukan oleh 

Sekretaris 

Perangkat Daerah 

surat dinas, 

surat 

keterangan, 
surat perintah, 
nota dinas, dan 

daftar hadir 
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KEPALA 

SUBBAGIAN/ KEPALA 
SUBBIDANG/KEPALA 

SEKSI 

a. nota dinas, 

c. laporan 

  
b.telaahan staf: dan 

surat perintah, 

nota dinas, dan 

c. daftar hadir 

  

JABATAN DALAM JABATAN 
  

PELAKSANA 
  

a. nota dinas, 

b. telaahan staf, dan 

c. laporan   
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B. Penggunaan atas nama (a.n) 

Contoh penggunaan “atas nama” (fa.n.) dalam penandatanganan surat 

adalah sebagai berikut: 

Contoh 1 : 

a.n. Gubernur Gorontalo 

Sekretaris Daerah 

(tanda tangan) 

Nama Lengkap 

Pangkat 

NIP. 

Contoh 2: 

a.n. Sekretaris Daerah 

Kepala Biro Hukum 

(tandatangan) 

Nama Lengkap 

NIP. 

C. Penggunaan untuk beliau (u.b.) 

Contoh penggunaan atas nama fa.n.) dan untuk beliau (u.b.) dalam 

penandatanganan surat adalah sebagai berikut: 

Contoh 1: 

a.n. Gubernur Gorontalo 

Sekretaris Daerah 

u.b. 

Asisten Pemerintahan 

(tanda tangan) 

Nama Pejabat 

Pangkat 

NIP 
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Contoh 2: 

a.n. Gubernur Gorontalo 

Sekretaris Daerah 

u.b. 

Kepala Biro Hukum 

(tanda tangan) 

Nama Pejabat 

Pangkat 

NIP 

D.Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.) 

1. Plt. Kepala Daerah 

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah dinas 

Plt. Gubernur .......... 

(tanda tangan) 

Nama 

2. Plt. Jabatan Struktural 

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah 

dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggungjawab atas Naskah 

dinas yang ditanda tangani olehnya. 

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah dinas. 

Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, 

(tanda tangan) 

Nama lengkap 

Pangkat/ Golongan 

NIP. 

E. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.) 

1. Plh. Gubernur 

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah dinas. 

Plh. Gubernur ...... 

(tanda tangan) 
  

Nama asi 3 ASISTEN | Pj.fKDA 
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2. Plh. Jabatan Struktural 

Plh jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah 

dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat 

rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang 

berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, 

kepegawaian, dan alokasi anggaran. 

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah dinas. 

Plh. Kepala Dinas Kesehatan 

tanda tangan 

Nama Lengkap 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

F. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah dinas. 

Pp Gubernut 

(tanda tangan) 

Nama 

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan 

Naskah dinas 

Pj. Sekretaris Daerah, 

(tanda tangan) 

Nama 

G. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) 

Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan Naskah dinas 

Ps: Gu bertani 

(tanda tangan) 

Nama 

Pj. GUBERNUR GORONTALO, 

Yk 
HAMKA HENDRA NOER 
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2. Plh. Jabatan Struktural 

Plh jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah 

dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat 

rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang 

berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, 

kepegawaian, dan alokasi anggaran. 

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah dinas. 

Plh. Kepala Dinas Kesehatan 

tanda tangan 

Nama Lengkap 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

F. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah dinas. 

Pj. Gubernur ....... 

(tanda tangan) 

Nama 

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan 

Naskah dinas 

Pj. Sekretaris Daerah, 

(tanda tangan) 

Nama 

G. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) 

Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan Naskah dinas 

Pjs. Gubernur ...... 

(tanda tangan) 

Nama 

, Pj. GUBERNUR GORONTALO, 

Down” 
HAMKA HENDRA NOER


